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ABSTRAK
 

Implementasi Program Nasional Pemberdayaall Masyarakat (pNPM) Mandiri
 
Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama
 

Kabupaten Kotawaringin Barat.
 

H. Gusti Burhan;
 
Universitas Terbu ka
 

gustiburhani@gmail.com
 

Kata Kunci : Implementasi. Komunikasi. Sumber Daya, Disposisi/Sikap Pelaksana, 
Struktur Birokrasi 

Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang penting saat ini di 
Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesi,,­
Pemecahan masalah kemiskinan memerlukan pendekatan terpadu, terencana. 
berkesinambungan, dan menuntut keterlibatan berbagai pihak. Pendekatan yang 
dilakukan yaitu dengan Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan 
yang meliputi kegiatan pembimbingan, penyuluhan, pelayanan, pelatihan dan 
pemfasilitasan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat 
dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti kesehatan, pendapatan, pendidikan dan 
konsumsi sehari-hari. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kotawaringin Hilir, 
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi PNPM 
Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama 
Kabupaten Kotawaringin Barat dan faletor- faktor apa saja yang menghambat dan 
mendukung dalam Implementasi PNPM Mandiri Pe,.desaan di Kelurahan Kotawaringin 
Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat, penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif pendekatan induktif. 
Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di 
Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin 
Barat belum beljalan secara optimal karena kurangnya partisipasi masyarakat Kelurahan 
Kotawaringin Hilir dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, perguliran dana tidak 
dikelola dengan baik dan ke.rjasama antar desa kur3llg be.rjalan dengan baik. AdapUD 
faktor-faktor yang mendukung dan manghambat dalam Implementasi PNPM Mandiri 
Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecarnatan Kotawaringin Lama Kabupaten 
Kotawaringin Barat yaitu : Komunikasi, ketidakjelas,m dan kurangnya informasi tentang 
PNPM Mandiri Perdesaan membuat pelaku di desa kurang bisa memahami tentang 
PNPM Mandiri Perdesaan. Sumber Day&, terkait dengan kemampuan pelaksana dalam 
memberikan informasi, kompetensi, kecukupan sarana dan prasarana pendukung masih 
belum optimal. Disposisi/Sikap Pelaksana dalam menanggapi PNPM Mandiri Perdesaan 
kurang mendukung sehingga teljadi penunggakan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). 
Struktur Birokrasi, terkait dengan ketersediaan Standard Opera/ing Procedures (SOP), 
Kelurahan Kotawaringin Hilir tidak memiliki SOP terkait dengan implementasi PN~1 

Mandiri Perdesaan serta pemhagian tanggung jawab hagi para pelaksana belum 
dilaksanakan dengan baik 
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ABSTRACT 

Tbe Implementation of Community Empowerment Nation:1I Program 
(PNPM) Rural Independent in Kotawarin!:in Lama dorp, Subdistrict of 

Kotawaringin Barat Uegency. 

H. Gusti Burballi
 
Universitas Terbuka
 

gustiburhani@gmail.com
 

Keywords Implementation, Communication, Resources, disposition/practitioners 

attitude, bureaucracy structure. 

Poverty and unemployment become the recent crucial problem in Indonesia, thu; 
they become a focus interest of Indonesian government. Solving problem of poveny 
needs integrated, planned, continuous approach, and demands the involvement of 
various parties. The approach taken is community empowerment through PNPM Rural 
Independent includes guiding activities, counseling, services, trainings, and facilitating 
to the community those can influence the prosper ity to meet daily needs as health, 
income, education and daily consumptions.The research was taken in Kotawaringin 
Lama dorp, problems discussed in this research were how the implementation of PNPM 
Rural Independentin Kotawaringin dorp Sub-district of Kotawaringin Barat Regency 
was and what kinds of factors that inhibit and support the implementation of PNPM 
Rural Independent in Kotawaringin Lama dorp Sub-district of Kotawaringin Barat 
Regency were. It was a qualitative research with descriptive inductive approach method. 
Procedures ofcolleting the data were interview, observation, and documentation. 

As the research result, the implementation of PNPM Rural Independent in 
Kotawaringin Lama dorp Sub-district of Kotawaringin Barat Regency had not run 
optimally yet since the delay of disbursement of BLM funds which is conduced by 
delays in reporting thus made Kotawaringin LamE. dorp could not reach the target 
completion of PNPM Rural Independent in Kotaw,lringin Lama dorp Sub-district of 
Kotawaringin Barat Regency programs 20lIon August 20 II. There were some support 
and inhibit factors of the implementation of PNPM Rural Independent in Kotawaringin 
Lama dorp Sub-district of Kotawaringin Barat Regency, such as communication, 
concerned with the suboptimal coordination and socialization that made rural 
practitioners could not comprehend PNPM Rural Independent well; recourses, 
concerned with practitioners ability in giving the information, competence, adequacy 0 f 
supporting facilities and infrastructures were not optimal yet; disposition/ practitioners 
attitude in responding PNPM Rural Independent less support that occurred arrears 
Women Credit (SPP); bureaucracy structure, concerned with the availability of Standard 
Operating System (SOP), Kotawaringin dorp did 1I0t have any SOP related to \he 
implementation of PNPM Rural Independent, more over the division of practitioners' 
responsibilities had not implemented well yet. 
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BAB II
 

TINJAUAN PUSTAKA
 

1. Landasan Teori 

A. Teori Kebijakan Publik 

Ditinjau dari segi bahasa, kebijakan (polici) berasal dari bahasa Yunani dan 

Sansekerta, yaitu polis (negara-kota) dan pur (kota). Dalam bahasa latin menjadi 

politia (negara) dan dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah policie, yang artinya 

berkenaan dengan masalah-masalah politik atau administrasi pemerintahan. 

Kebijakan menurut E. Anderson dalam Islamy (2004: 17), "A Purposive 

course ofaction followed by an actor or set in deadling with a problem or a matter of 

concern" (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan 

dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu 

masalah tertentu). 

Huges dalam Subarsono (2008;2-4) lebih menekankan pada hasil dan outcome 

dari kebijakan publik daripada penggunaan metode statistik, dengan melihat interaksi 

politik sebagai faktor penentu, dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, 

kesejahteraan dan Iingkungan. 

Sedangkan Islamy (2004:20) mengemukakan tentang pengertian kebijakan publik 

adalah "serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak 

dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai t ujuan atau berorientasi pada tujuan 

tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat". 

Selanjutnya beberapa pakar yang memberikan gambaran tentang definisi 

kebijakan publik, salah satunya adalah pendapat dari Dyie dalam Widodo 
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(200 I: 198), yang menyatakan bahwa:"publik policyis whatever governments choose 

/0 or no/to do" (Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk 

melakukan atau tidak melakukan). Dalam pengertian seperti ini, maka pusat perhatian 

dari publik policy tidak hanya pada apa saja yang dilakukan pemerintah. melainkan 

tennasuk juga apa saja yang tidak dilakukan pemel intah. 

Kebijakan publik juga memiliki beberapa implikasi, yaitu pertama adanya 

pilihan kebijakan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pol itisi, pegawai 

pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan, publik untuk 

mempengaruhi kehidupan masyarakat, kedua adanya output kebijakan dimana 

kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan 

pengaturan, pengganggaran, pembentukan pers<mil dan membuat regulasi dalam 

bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan ketiga, adanya 

dampak kebijakan merupakan efek pilihan kebijdan yang dilakukan di Kelurahan 

Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat 

dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

Perdesaan yang memang oU/putnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. 

William N. Dunn (2003:22) menyebutkan mengenai tahap-tahap proses 

pembuatan kebijakan sebagai berikut : 

a) Penyusun agenda kebijakan 

Tahap penyusunan agenda ini, harus ditentukan apa yang menjadi masalah publik 

yang dipecahkan. Dunn mengemukakan bahwa perumusan masalah dapat, 
dipandang sebagai suatu proses dengan empat fase yang saling tergantung, yaitu 

pencarian masalah (problem solving search) pendefisian masalah (problem 
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devini/ion) sertifikasi masalah (problem specifica/ion) dan pengenalan masalah 

(problem sensing). 

b)	 Formulasi kebijakan 

Pada fase ini para analis mulai mengaplikasikan beberapa teknik anal isis dalam 

upaya memperoleh suatu keyakinan bahwa sehuah pilihan kebijakan adalah lehih 

baik dari yang lain. Untuk itu dapat digunakan perangkat seperti anal isis biaya 

dan manfaat analisis keputusan harus diambil dalam ketidakpastian dan 

keterbatasan informasi. Dalam konteks ini, Penekanannya lebih pada pembahasan 

tentang altematif-altematif apa saja yang dapat dikembangkan dan berkailan 

dengan masalah siapa yang terlibat dalam masalah kebijakan. Untuk itu 

dibutuhkan jorcas/ing, sehingga akan dihasilkan masa depan kebijakan (polici 

futures), berikut dengan konsekuensi masing-masing kebijakan tersebul. 

c)	 Adopsi kebijakan 

Pada tahap ini ditentukan pilihan-pilihan kebijakan dengan dukungan dari 

mayoritas legislatif, konsesus diantara lembaga seteJah melalui proses 

rekomendasi; 

d) Implementasi kebijakan 

Tahap ini berkenan dengan berbagai kegialan yang diarahkan untuk 

merealisasikan program. Pada tataran ini administrator mengatur earn untuk 

mengorganisir, menginterprestasikan dan menetapkan kebijakan yang terseleksi. 

Tahap implementasi kebijakan terjadi setelah undang-undang atau peraturan, 
ditetapkan dan dana disediakan untuk mt:mbiayai implementasi kebijakan 

tersebul. 

17 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41633.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



e)	 Penilaian Kebijakan. 

Pada lahap ini dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan apakah telah 

sesuai dengan yang ditentukan alau tidak. Dalam Proses lahap ini juga dilakukan 

evaluasi guna mengetahui proses implementasi, konsekuensi kebijakan dan 

efektifitas dampak kebijakan. 

Berdasarkan konsep-konsep tersebut maka Japat disimpulkan bahwa kebijakan 

publik adalah keputusan yang diambil pemerintah untuk mengatasi suatu keadaan 

tertentu dengan tujuan tertentu yang telah direncanakan dengan melibatkan hubungan 

antara instansi dalam pemerinlah dan lingkungann~/a. 

Orientasi kebijakan sangat "concern" kepada masyarakat dan bagaimana 

memberdayakan serta memecahkan masalah publik yang termasuk didalamnya 

termasuk pembangunan, tentunya yang dapat d i lakukan pada fomu lasi kebijakan. 

Sehingga konteks pemberdayaan yaitu khususnya melalui Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (pNPM) Mandiri Perdesaan ini dibutuhkan kebijakan 

publik yang mampu mengembangkan, memberdayakan dan kemandirian serta 

kesempatan kerja bagi masyarakat miskin perc~esaan. Dan perlu diingat bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan, setiap progt'am memerlukan adanya sentuhan­

sentuhan dukungan dari instansi-instansi atasan baik dalam perluasan alokasi 

anggaran atau perlindungan dari serangan balik dari penentang program. 

Hal ini berarti pula bahwa implementsi kel::ijakan hanya satu variable penting, 

yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan, terutama di dalam 

memecahkan perrsoalan-persoalan publik seperti dengan adanya Program Nasional 
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Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang merupakan intervensi 

dari pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan baik kemiskinan baik 

kemiskinan struktual maupun kemiskinan fungs ional telah menjadi masalah yang 

sangat krusial sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dari 

pemerintah. 

B. Implementasi Kebijakan 

Dalam literteratur ilmu politik dan administrasi Negara, terdapat banyak definisi 

atau batasan tentang kebijakan publik. Namun demikian, untuk memudahkan analisis, 

akan dipergunakan beberapa batasan pengertian yang sesuai dan berhubungan dengan 

tema penelitian ini. 

Pengertian Implementasi menurtut George Edwards III dalam Yousa (2007:76) 

adalah sebagai "tahapan dalam proses kebijakan yang berada diantara tahapan 

penyusun kebijakan hasil atau konsenkuensi-konsenkuensi yang ditimbulkan 

kebijakan itu (output, outcome)". 

Dalam pandangan George Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi 

oleh empat variable , yaitu : (J) Komunikasi, >ebagai upaya penyampaian suatu 

pesan dari komunikator sehingga menimbulkan d IDlpak tertentu kepada komunikan. 

Dalam implementsai program, komunikan difungsikan untuk menghubungkan 

komunikasi antar aparat pelaksana ataupun penyampaian pesan dari pemerintah 

kepada publik. Implementasi akan betjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan­, 
tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individ 1 yang bertanggung jawab dalam 

pencapaian tujuan kebijakan, (2) Sumber daya, dukungan sumber daya yang 
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diperlukan untuk implementasi program, dimana sumber daya tersebut berupa sumber 

daya manusia (SDM) sebagai pelaksana program ataupun sumber daya dana untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan program mutlak diperlukan, (3) Diposisi/sikap 

pelaksana, salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan 

adalah sikap implementor. Jika implementor setlJju dengan bagian-bagian isi dari 

kebijakan maka mereka akan melaksanakan denga 1 senang hati tetapi jika pandangan 

mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan 

mengalami banyak masalah, (4) Struktur Birokrasi, adalah karakteristik, nonna­

norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-berrulang dalam badan-badan 

eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang 

mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Struktur birokrasi sebagai wadah untuk 

menjalankan dan mengkoordinasi setiap pelaksana dan jalannya suatu program. 

Gambar2.l
 
Implemenasi Kebijakan menurut George Edwards III
 

Disposisi 

Implementasi 

Komunikasi 

~ 
s,mb<I"" 

Struktur Birokrasi 

Sumber: Subarsono, (2008: 74) 
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Sedangkan pengertian Implementasi menlJrut Yousa (2007:74) pada sisi lain 

merupakan "fenomena kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, 

keluaran (output), maupun sebagai hasil". 

Menurut Meter dan Hom dalam Subarsono (2008:99-101) ada lima variahle 

yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu : 

I.	 Standar dan sasaran kebijakan 

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat terealisir. 

Apabila standar dan sasaran kabur, maka akan terjadi multi interprestasi dan 

mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementsi. 

2.	 Sumber daya 

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia (human resources) 

maupun sumber daya non manusia (non humanresources). Dalam berbagai kasus 

program pemerintah, seperti program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk 

kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil Karena keterbatasan aparat 

pelaksana 

3.	 Hubungan antar organisasi 

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan 

koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama 

antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 

, 
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4. Karakteristik agen pelaksana 

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur adalah 

birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, 

yang semuanya itu akan mempengaruhi implelllentasi suatu program. 

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi 

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung 

keberhasilan implementasi kebijakan, sej luh mana keiompok-kelompQk 

kepentingan memberikan dukungan bagi imrlementasi kebijakan, karakteristik 

para partisipan, yakni mendukung atau menoJak, bagaimana sifat opini publik 

yang ada dilingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi 

kebijakan. 

6. Diposisi implementor 

Diposisi implementor ini mencakup 3 (tiga) hal yang penting, yakni : a) respon 

implementor terhadap kebijakan yang akan rnempengaruhi kemauannya untuk· 

melaksanakan kebijkan ; b) kognisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan; dan c) , .. 

intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh 

implementor. 
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Bagan 2.2
 

lmplementasi Kebijakan menurut Van Metter dan Van Hom
 

tujuan kebiJakan 

KomwUkesi antar 
Ofganisasi dan kegiaw, 

pelaksanaan 

Ukuran dan 

iti badan pelaksanal__~ Sikap para 

l_-':===f======--­ pelaksanaSumbe,-sumbe' L-_---;;;,---...J 

""u~ / 

Lingkungan : ekonomi 
SosiaJ. dan Polililc 

Sedangkan Teori Merilee S. Grindle (1980) dalam Subarsono 2008:93 

menyatkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variable besar, 

yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of 

implementation) seperti terlihat dalam Gambar 2.3. Variabel kebijakan mencakup : 

(I) sejauh mana kepentingan kelompok sasaranftarget group tennuat dalam isi 

kebijakan ; (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group ; (3) sejauh mana 

perubahan yang diinginkan kebijakan; (4) apakab letak sebuah program sudah tepat; " : 

(5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatorrnya dengan rinci; (6) 

apakah sebuah program didukung oleh sumber day:! yang memadai. 

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup : (I) seberapa besar 

kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimil iki oleh para aktor yang terlibat 

implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa;, 
(3) tingkat kepatuhan dan responsifitas kelompok sasaran. 
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Lebih lanjut Daniel A. Masmanian dan Paul A Sbastier dalam Wahab (2005:65) 

menjelaskan bahwa implementasi yaitu: 

"Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan 

berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, 

yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-I,.egiutun yang timbul sesud"b 

disahkannya pedoman-pedoman kebijakatl Negara Yang baik usaha-usaha 

untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampHk 

nyata pada masyarakat atau kejadian-kejad ian". 

Menurut teori Daniel A. Masmanian dan Paul A. Sabatier (1983) dalam 

Subarsono (2008;94-95) ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi, yaitu : (I) karakteristik dari masalah; (2) karakterisLik 

kebijakan undang-undang; (3) variabel lingkungan, seperti terlihat pada Gambar 2.4 

dibawah ini : 

Gambar2.3
 
Teori Daniel A. Masmanian dan Paul A. Sabatier
 

Komunikasi anw 
Ofganisesi den kegialan 

pelaksanaan 

Ukurenden 
, ,tujuan kebijakan 

iri badan pelaksanal-_~ 

Sumber-sumber L--:==~F===:::::=--'" '----=--' 

kebijakan 

Lingkungan: ekonomi
 
Sosial, dan Pohtik
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Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983) dapat dilihat pada 

Gambar 2.5 yang menggambarkan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk 

anal isis implementasi program-program pemerintahan yang bersifat desentralisa5i. 

Ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu 

program, yaitu : (I) kondisi lingkungan ; (2) hubungan antar organisasi; (3) sumbcr 

daya organisasi untuk implementasi program; (4) ~arakteristik dan kemampuan agen 

pelaksana. 

Bagan 2.4
 
Pandangan David L. Weiner dan Aidan R. Vining
 

Ko..mjbsj ..... 

Ofgams-i d8n hgiaUn 
pelwanaan 

iri badan pelwan f--"t1 

SUII\ber.SUll\beJL_~===1===:::::'.--~
kebijakan 

Linglamgm: ekonomi 
Sosial, dan Polilik 

'----::;;----' 

Menurut pandangan David L. Weiner dan Aidan R. Vining (1999) ada tiga 

kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu 

program, yaitu : 
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I.	 Logika kebijakan 

Logika dari suatu kebijakan ini dikmaksudkan agar suatu kebijakan agar suatu 

kebijakan yang ditetapkan masuk akal (reasonable) dan mendapat dukungan 

teoritis. Kita dapat berfikir bahwa logika dari suatu kebijakan seperti haln)la 

hubungan Jogis dari suatu hipotesis. 

2.	 Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan 

Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan mempengaruhi keberhasiLm 

implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakllp 

lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis. Sualu 

kebijakan akan berhasil di implementasikan di suatu daerah tertentu, tetapi 

ternyata gagal di implementasikan di daerah lain, karena kondisi lingkungan 

yang berbeda. 

3.	 Kemampuan implementator kebijakan 

Kemampuan implementator merupakan kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat 

kopentensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan. 

Suatu implementasi dalam proses kebijakan dikatakan penting dan 

menentukan. Tanpa adanya implementasi, kebijakan tidak akan mempunyai arti apa­

apa, dan kebijakan yang bagus jika tidak diimbangi dengan implementasi yang 

optimal, maka akan menghasilkan kegagalan seorang pemimpin. 

Syukur dalam Sumaryadi (2005:79) mengemukakan ada tiga unsur penting 

dalam proses implementasi yaitu : (I) Adanya program atau kebijaksanaan yang 

dilaksanakan, (2) target grup yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan 
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diharapkan akan memben manfaat dari program, perubahan atau peningkatan, (3) 

untuk pelaksana (implemenlator) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung 

jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi 

tersebut. 

Berdasarkan uraian di alas, implemenlasi merupakan salah satu tahap dalam 

proses kebijakan publik dalam sebuah Negara, yang biasanya dilaksanakan sesudah 

sebuah kebijakan dirumuskan dengan jelas, yang di dalamnya termasuk tujuan jangka 

pendek, menengah, panjang. Sebuah kebijakan publik tidak akan bermanfaat apabi la 

tidak implementasikan. Karena kebijakan publik abn menimbulkan sebuah hasil (out 

come) yang dapat dinikmati terutama oleh sekelompok sasaran target (targret group). 

Perlu diingat pula bahwa suatu program kebijakan harns diimplementasikan agar 

mempunyai dampak alau tujuan yang diinginkan. 

C. Faktor-faktor yang mempengarubi Implementasi Kebijakan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (pNPM) Mandri Perdesaan 

mernpakan program pemberdayaan masyarakat yang mengarah pada jenis kebijakan 

bultom up sehingga keterlibatan masyarakat ju ga sangat besar dalam peranan 

keberhasilan alau kegagalan implementasinya Ada beberapa teon model 

implementasi kebijakan, namun setelah dielaborasi dari beberapa model 

implementasi kebijakan seebagaimana tersebut diatas, maka penulis akan 

menganalisa implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPI'vI), 
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Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hil:r Kecamatan Kotawaringin Lama 

Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menggunakan faktor-faktor sebagai berikut : 

I. Komunikasi 

Menurut Edward III dalam Winamo (2007: 175) persyratan pertama bagi 

implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan 

keputusan harus mengetahui apa yang harus mere ,a lakukan. Keputusan-keputusan 

kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum 

keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Untuk itu komunikasi 

harus akurat dan dapat dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Secara umum 

Edward III dalam Winamo (2007 : 176) membahas tiga hal penting dalam proses 

komunikasi kebijakan yaitu : 

a. Transmisi 

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, harus 

menyadari bahwa keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk 

pelaksanaannya telah dikeluarkan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam 

menstrasmisikan perintah implementasi, yaitu : (I) Pertentangan pendapat antara 

para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengarnbil kebijakan. Hal 

ini terjadi karena para pelaksana menggunakan keleluasaan yang tidak dapat 

mereka elakan dalam melaksanankan keputusan dan perintah umum, (2) 

Informasi melewati berlapis-lapis hierarkis. Birokrasi memiliki struktur yang 

ketat dan cenderung sangat hierakis. Penggunakan sarana komunikasi yang 

ditentukan mungkin juga mendistori perintah-perintah peJaksana, (3) Persepsi 

., , 
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yang selektif ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan­

persyaratan suatu kebijakan. Kadang-kadang para pelaksana mengabaikan apa 

yang sudah jelas dan mencoba menduga maksud komunikasi yang sebenarnya. 

b.	 Kejelasan 

Jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka 

petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, 

tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali intruksi yang 

diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana 

suatu program dilaksanakan. Ketidak jelasan pesan komnikasi yang disampaikan 

berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya 

interprestasi yang salah bahkan mungkin bertentanagan dengan makna pesan 

awal. 

c.	 Konsistensi 

I.	 Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah 

pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang 

disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, 

tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan . 

memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. 

Oi sisi lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan 

mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam, 
menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Hal ini berakibat pada 
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ketidak efektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat 

longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan 

tujuan-tujuan kebijakan. 

2.	 Sumber Daya 

Perintah implementasi mungkin diterus <an secara jelas, konsisten dan 

cermat, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang 

diperlukan untuk melaksanakan kebijakan maka implementasi akan 

cenderung tidak efektif. Sumber daya mempakan faktor yang penting dalam 

melaksanakan kebijakan publik, yang meliputi : (a) Staf, Merupakan sumbcr 

daya yang paling penting dalam mela!<sanakan kebijakan adalah staf. 

Namun demikian, jumlah sumber daya tidak selalu mempunyai efek positif 

bagi implementasi kebijakan. Hal ini dipengamhi oleh kurangnya kecakapan 

yang dimiliki oleh pegawai pemerintat-. (stat), kebijakan yang efektif. 

Pelaksana hams memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan. 

Kurangnya personil yang terlatih dengan baik akan dapat menghambat 

pelaksanaan kebijakan yang menjangkau banyak pembahaman, (b) 

Informasi, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, informasi 

mengenai bagaimana melaksanakan sliatu kebijakan. Para pelaksana 

kebijakan hams diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan, kedua, data 

tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan pemerintah. 

In formasi mengenai program adalah p.:nting terutama bagi kebijakan­, 
kebijakan baru atau kebijakan yang melibatkan persoalan teknis, (c) 

Wewenang, wewenang akan berbeda-beda dari sutu program ke program 
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yang lain serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda. Dalam beberapa 

hal, suatu badan mempunyai wewenang yang terbatas atau kekurangan 

wewenang untuk melaksanakan suatu kcbijakan dengan tepat. Kurangnya 

wewenang yang efektif membutuhkan kerjasama dengan pelaksana yang 

lain agar program dapat berhasil, (d) Fasilitas, implementasi kebijakan tanpa 

adanya fasilitas tidak akan berhasil. Fasilitas tersebut misalnya berupa 

bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, perlengkapan, 

perbekalan. dana sarana prasarana penduk ung lain. 

3.	 Disposisi/sikap pelaksana 

Disposisi dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang 

mempunyai konsenkuensi-konsenkuensi penting bagi implementasi 

kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana memberikan dukungan terrhadap 

suatu kebijakan publik, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan 

sebagai mana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal, demikian 

juga sebaliknya. 

a.	 Dampak disposisi 

Ada kebijakan yang dilakukan secara efektif karena mendapat dukungan 

dari para pelaksana kebijakan, namlln kebijakan lain mungkin akan, 

bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana 

kebijakan. 

b.	 Pengangkatan birokrat , 

Disposisi implementor dapat menimbulkan hambatan yang nyata 

terhadap implementasi kebijakan. Apabila personil yang ada tidak 
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melaksanakan kebijakan yang diingin oleh pejabat-pejabat tinggi, 

mengapa mereka tidak diganti dengan orang yang lebih bertanggung 

jawab kepada pemimpin-pemimin mereka. 

c.	 lntensif 

Salah satu teknik yang disarankan agar implementasi kebijakan dapat 

berjalan dengan melalui manipulasi intensif. Hal ini karena pada 

umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka 

manipulasi intensif oleh para pembentuk kebijakan tingkat tinggi besar 

kemungkinan mempengaruhi tindakan-tindakan para pelaksana 

kebijakan. 

4.	 Struktur Birokrasi 

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara 

keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Ripley dan Franklin 

dalam Winarno (2007:202) mengidentitikasikan enam karakterristik birokrasi, 

yaitu : (I) birokrasi dimanapun berada, dipilih sebagai instrumen sosial yang , • 

ditunjukan untuk menangani masalah-masalah yang didetinisikan sebagai 

urusan publik; (2) birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam . 

pelaksanaan program kebijakan, yang untuk tingkat kepentingan berbeda 

untuk masing-masing tahap; (3) birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang 

berbeda; (4) fungsi birokrasi berada dalam Iingkungan yang )uas uan 

komplek; (5) birokrasi bukan merupakan s~suatu yang netral dalam pilihan­
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pilihan kebijakan mereka, tidak juga secarl penuh dikontrol oleh kekuatan­

kekuatan yang berasal dari luar dirinya. 

Menurud Edward III dalam Winamo (2007:203) ada dua aspek dalam 

struktur birokrasi : 

Standard Operanting Prosedures (SOP) 

Struktur organisasi-{)rganisasi yang melakukan kebijakan memilki 

pengaruh penting dalam implementasi. Salah satu dar; aspek struktural paling 

dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kelja ukuran dasarnya 

(Standard Operanting Procedures). Prosedur-prosedur biasa ini dalam 

menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi publik 

dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan 

waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan 

dari pejabat dalam organisasi yang kompJek dan tersebar luas, yang pada 

giliranya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar (orang dapal dipindah 

dengan mudah dari suatu tempat ke tempat lain) dan kesamaan yang besar 

dalam penerapan peraturan-peraturan. 

Fragmentasi 

Aspek ke dua dari struktur organisasi yang berpengaruh dalam 

pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi o:ganisasi. Fragmentasi merupakan 
, 

pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan unit-unit 

organisasional. 
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Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan senng tersebar diantara 

beberapa organisasi, sering kali pula teJjadi desentralisasi kekuasaan tersebut 

dilakukan seeara radikal guna meneapai tujuan-tujuan kebijakan. Lembaga-Iembaga 

meneantumkan banyak badan seeara terpisah agar dapat mengamatinya lebih tel iti 

dan dalam usaha menentukan perilaku me'eka. Sementara badan-badan yang 

bertentangan satu sarna lain untuk mempenahankan fungsi-fungsi mereka dan 

menentang usaha-usaha yang memungkinkan mereka mengkoordinasi kebijabn­

kebijakan dengan badan-badan yang mela ksanakan program-program yang 

berhubungan. Selain itu juga kelompok-keloml'ok kepentingan akan mempengaruhi 

dalam mendorongfragmenlasi. 

D. Program Nasional Pemberdayaan Mayarakat 

a. Pengertian 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan 

merupakan salah satu mekanisme program perbedayaan masyarakat yang digunakan 

PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan 

perluasan kesempatan kelja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan 

mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan. 

Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakn sejaJ~ 1998. PNPM Mandiri sendiri 

dikukuhkan seeara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kola Palu, Sulawesi 

Tengah. 
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Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatan sebagai program 

pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini 

memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. 

Program ini menyediakan fasilitas perberdayaan masyarakat atau kelembagaan lokal. 

pendampingan, penelitian, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLII.I) 

kepada masyarakat secara langsung. Besaran dam BLM yang dialokasikan sebesar 

Rp 750. Juta samapi Rp 3 milyar rupiah per Kecamatan, tergantung jumlah 

penduduk. (Pendoman Teknis Operasional PNPM \1andiri Perdesaan, 2008) 

Pemerintah Indonesia, melalui Departcman Pekeljaan Umum, telah 

melakukan berbagai upaya penanganan masalah kemiskinan di perdesaan. Salah 

satunya ialah dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri Perdesaan. Guna mendukung peningkatan kapasitas dan kesiapan masyarakat 

tersebut, strategi pelaksanaan Program NasionaI Pcmberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri Perdesaan di titik beratkan pacta penuntBsan tahapan pemberdayaan yaitu 

tercapainya kemandirian dan berkelanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan 

meIalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). 

Menurut Suhendra (200:74-75), "Pemberdayaan dapat di artikan bahwa 

masyarakat diberi kuasa, dalam upaya untuk meyebar kekuasaaan, melalui 

pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa alas 

kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, 
, 

kesehatan, pengelolaan Iingkungan dan sebagainya." Selain itu pemberdayaan juga 

memiliki pengertian yang lain seperti yang dikemukakan oleh pendapat Raport dalam 
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Suharto (2005:59) "Pemberdayaan adalah suatu dl:ngan mana rakyat organisasi, dan 

komunitas di arahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupan." 

Dengan demikian, pemberdayaan adalah :;ebuah proses dan tujuan. Sebagai 

proses. pemberdayaan adalah serangkaian kegia!an untuk memperkuat kekuasaan 

atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, tennasuk individu-individu 

yang mengalami masalah kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah bersama masyarakat 

bertindak sebagai pelaku utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Peran 

pemerintah salah satunya melalui PNPM Mandiri Perdesaan ini yaitu berupaya untuk 

mendorong proses pengembangan atau perberd,lyaaan dan penguatan kapasitas 

masyarakat agar mampu menaggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya secara 

mandiri dan berkelanjutan. 

Sejauh ini pemahaman masyarakat akan adanya Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandidiri Perdesaan adalah untuk mendorong 

proses pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat dalam menanggulangi 

kemiskinan. Selain itu juga di dalam pedoman Teknis Opersional Program Nasional 

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan telah disebutkan bahwa perempuan selalu 

dilibat dalam setiap kegiatan. Hal ini menunjukan bahwa Program Nasional 

Pemberdayaan Masyrakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Menjujung tinggi kesetaraan 

gender.Tak hanya itu, dengan adanya bantuan dana pinjaman bergulir, maka 

diharapkan masyarakat dapat mengembangan kesejahteraan hidupnya. 
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Mengingat dengan adanya Program Nasicnal Masyarakat (PNPM) Mand iri 

Perdesaan merupakan landasan dan pemicu tumbuhnya gerakan pembangunan 

berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan Ji perdesaan maka diperlukan suatu 

rumusan Visi dan Misi yang jelas sehingga dapat dipakai sebagai acuan peri la ku 

PNPM Mandiri Perdesaan dalam pengembangan. Program-progran kemiskinan di 

wilayahnya. Adapun visi dan misi Mandiri perdesa.m yaitu: 

Visi : Tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan . 

Misi : I. Peningkatan kapasitas masyarakata dan kelembagaannya; 

2.	 Pelembagaan sistem pembagunan partisipatif; 

3.	 Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal; 

4.	 Peningkatan kualitas dan kuantintas prasarana sosial dasar ekonomi 

masyarakat; 

5.	 Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembanguan. 

b. Tuju8n 

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan 

kesempatan keJja masyarakat miskin di perdesaarl dengan mendorong kemandirian 

dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan khususnya 

meliputi: 

a.	 Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin 

dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencandan, 

pelaksanaan, pemantauan dan kelesatarian pembanguan. 
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b.	 Melembagakan pengelolaan pembangunan parsipatif dengan pendayagunaan 

sumberdaya lokal. 

c.	 Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam mefasilitasi pengelolaan 

pembangunan partisipatif. 

d.	 Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang di prioritaskan 

oleh masyarakat. 

e.	 Melembagakan pengelolaan dana bergulir. 

f.	 Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa. 

g.	 Mengembangan kerjasama antar pemangku kepentingan-kepentingan dalam 

upaya penanggu langan kemiskinan perdesa;m. 

c.	 Jenis Kegiatan 

Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan yang 

memenuhi kriteria : 

I.	 Lebih bermanfaat bagi masyrakat miskin atau rumah tangga miskin 

2.	 Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan 

3.	 Dapat dikerjakan oleh masyarakat 

4.	 Didukung oleh sumber daya yang ada 

5.	 Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan 

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri Perdesa;m adalah 

sebagai berikut: 
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I.	 Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dasar yang dapat 

memberikan manfaat jangka pendek maupl n jangka panjang secarn ekonomi 

bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin 

2.	 Kegiatan peningkatan bidang pelayanan k~sehatan dan pendidikan. terma,uk 

kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan nun 

formal) 

3.	 Kegiatan peningkatan kapasitaslketerampilan kelompok usaha ekonomi 

terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis 

sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal) 

4.	 Penambahan pemodalan Simpan Pinjam umuk kelompok Perempuan (SPP) 

Setiap desa dapat mengajukan tiga usulan untuk dapat di danai dengan dana BLM 

PNPM Mandiri Perdesaan. Setiap usulan harus merupakan satu jenis kegiatan paket 

kegiatan Yang secara langsung saling berkaitan. Ti.5a usulan dimaksud adalah : 

a.	 Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau peningkatan kualitas hidup 

masyarnkat (kesehatan/pendidikan) atau peningkatan kapasitaslketerampilan 

kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus 

perempuan. 

b.	 Usaha kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) yang 

ditetapkan oleh musyawarnh desa khusus perempuan. Alokasi dana kegiatan 

SPP ini maksimal 25% dari BLM Kecamatan. Tidak ada batasan alokasi 
, 

maksimal per Desa namun harus menpertimbangankan hasil verikasi 

kelayakan kelompok. 
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c.	 Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kl:giatan peningkatan kualitas hidup 

masyarakat (kesehatanlpendidikan) dan p~ningkatan kapasitaslketerampilan 

kelompok uaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan. 

Jika usulan non SPP dari musyawarah khusus pelempuan dapat mengajukan usulan 

pengganti sehingga jumlah usulan kegiatan dari nlUsyawrah desa perencanaan tetap 

tiga. 

d.	 Sasaran 

Lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh Kecamacan perdesaan 

di Indonesia yang dalam pelaksanaanya diIakukan secara bertahap dan tidak termasuk 

Kecamatan-kecamatan kategori Kecamatan bermasalah dalam PKKlPNPM mandiri 

perdesaan. 

Untuk kelompok sasaran PNPM Mandiri Perdesaan adalah : 

a.	 Masyarakat miskin di perdesaan 

b.	 KeIompok masyarakat di perdesaan. 

c.	 Kelembagaan pemerintahan Iokal 

e.	 Pendanaan 

PNPNM Mandiri Perdesaan merupakan prcgram Pemerintah Pusat besama 

Pemerintah Daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan, dan didanai 
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bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh
 

Pemerintah Pusat dan Daerah.
 

Sumber dana untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
 

Perdesaan berasal dari:
 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

c. Swadaya Masyarakat 

d. Partisipasi Dunia Usaha 

2. Kajian Terdabulu 

Kajian terdahulu tentang Program Nasional Pllmberdayaan Masyarakat (PNPM) 

dapat di lihat dalam label di bawah ini : 

N 
0 

Nama 
Peneliti 

Judul Tujuan Hasil Relevansi 

I. Otto 
Dwana 
Sagala 
Tahun 
2009 

Evaluasi 
Program 
Nasional 
Pemberdayaa 
n Masyarakat 
Mandiri 
Perdesaan 
(PNPM-MP) 
terhadap 
pengembanga 
n sosio­
ekonomi dan 
kesejahteraan 
masyarakat di 
Kecamalan 
Balige 
Kabupaten 
Toba Samosir 

I.Mengevaluasi 
Program Nasional 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Mandiri 
Perdesaan 
(PNPM-MP) di 
Kecamatan Balige 
Kabupaten Toba 
Samosir 

2.Menganalisis 
dampak kondisi 
Sosial-Ekonomi 
masyarakat 
sebelum dan 
sesudah 
dilaksanakan 
PNPM-MP 

3.Menganalisis 
damapak Sosial-
Ekonomi anlara 

Menunjukkan 
bahwa 
Program 
Nasional 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Mandiri 
Perdesaan 
(PNPM-MP) 
di Kecamatan 
Balige belum 
sepenuhnya 
dilaksanakan 
secara baik. 
Saranadan 
prasarana fisik 
dibangun 
belum 
menjadi 
priorilas 
utama. 

Bagaimanaka 
h evaluasi 
PNPM-MPdi 
Kelurahan 
Kolawaringin 
Hilir 
Kecamatan 
Kolawaringin 
Lama 
terhadap 
pengembanga 
n sosial­
ekonomi dan 
kesejahteraan 
masyarakat. 

, 
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masyarakal yang Tingkal 
menerima dan partisipasi 
lidak menerima masyarakal 
banluan program belum dalang 
PNPM-MP dari hali 

nurani letapi 
masih 
digerakkan 
oleh tokoh­
tokoh 
(informal 
leader). 
Dampak 
PNPM-MP 
lerhadap 
kondisi sosial 
ekonomi 
pendapatan 
dan 
pendidikan 
masyarakat 
sebelum dan 
sesudah 
adanya 
PNPM-MP 
berbeda nyata 
secara positif. 

2. Zaki 
Mubara 
k 
Tahun 
2010 

Evaluasi 
pemberdayaa 
n masyarakat 
ditinjau dari 
proses 
pengembanga 
n kapasitas 
pada kegiatan 
PNPM 
Mandiri 
Perkotaan di 
Desa 
Sastrodirjan 
Kabupalen 
Pekalongan 

Untuk 
mengevaluasi 
proses 
pemberdayaan 
masyarakat pada 
kegiatan PNPM 
Mandiri Perkotaan 
di Desa 
Sastrodirjan di 
tinjau dari aspek 
pengembangan 
kapasitas 
masyarakal. 

Kegiatan 
pengembanga 
n kapasitas 
masyarakat di 
Desa 
Sastrodirjan 
lelah 
dilaksanakan 
sesuai dengan 
prinsip 
pemberdayaan 
dan telah 
berhasil 
mengubah 
tingkat 
kesadaran 

Bagaimanaka 
h evaluasi 
pemberdayaa 
n masyarakat 
dilinjau dari 
proses 
pengembanga 
n kapasitas 
pada kegiatan 
PNPM-MPdi 
Kelurahan 
Kotawaringin 
Hilir 
Kecamatah 
Kotawaringin 
Lama. 

., ,
 

42 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41633.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



masyarakat 
serta merubah 
pemahwnanny 
a untuk 
berperan 
dalam 
pembangunan 
di 
komunitasnva. 

3. Ahmad 
Sa'i 
Samosir 
Tahun 
2012 

Dampak 
program dana 
bergulir 
PNPM 
Mandiri 
Perkotaan 
terhadap 
kesejahteraan 
masyarakat 
di Kecamalan 
Medan Kola 

Menganalisis 
kegialan program 
dana bergulir 
PNPM Mandiri 
PerkOlaan yang 
telah di laksanakan 
di Kecamatan 
Medan Kola dan 
menganalisis 
dwnpak program 
dana bergulir 
PNPM Mandiri 
Perkotaan terhadap 
kesejahteraan 
masyarakat di 
Kecamatan Medan 
Kola. 

Menunjukkan 
pelaksanaan 
PNPM 
Mandiri 
Perkotaan di 
Kecamalan 
Medan Kota 
berdasarkan 
pelakssanaan 
yang 
di/akukan 
Penanggung 
Jawab 
Operasional 
(pJOK) 
beJjalan cukup 
baik. 

Bagaimanaka 
h dampak 
program dana 
bergulir 
PNPM 
Mandiri 
Perdesaan di 
Kelurahan 
KOlawaringin 
Hi/ir 
Kecamatan 
Kolawaring in 
Lama 
terhadap 
kesejahteraan 
Masyarakat. 

Laporan penelitian yang di tulis oleh Otto Dwana Sagala Program Studi 

Perencanaan Pembangunan Wi/ayah dan Perdesaan Sekolah PascasaJjana 

Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2009 dengan Judul Evaluasi 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) 

terhadap pengembangan sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di 

Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir "(di unduh dari 

repository.usu.ac.idlbitstream/I23456789122280/7/Cover.pdf tanggal I Feb{U3ri 

2014)" 
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan oleh penulis bahwa 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat lAandiri Perdesaan (PNPM-MP) di 

Kecamatan Balige belum sepenuhnya dilaksanakan secara baik. Sarana dan 

prasarana fisik dibangun belum menjadi prioritas utama. Tingkal parlisipasi 

masyarakat belum datang dari hati nurani tetlpi masih digerakkan oleh tokoh­

tokoh (informal leader) yang ada di desa tem-but. Dampak PNPM-MP terhadap 

kondisi sosial ekonomi pendapatan dan pendidikan masyarakat sebelum dan 

sesudah adanya PNPM-MP berbeda nyata secara positif. Demikian juga 

pendapatan dan pendidikan masyarakat yang tidak menerima PNPM-MP juga 

signifikan atau berbeda nyata. Justru kenaikan pendapataan dan pendidikan 

masyarakat yang menerima Program PNPM-MP lebih rendah, karena umumnya 

masyarakatnya miskin, tingkat kualitas sumber daya manusia rendah dan secara 

umum pekerjaan mereka adalah petani. Dengm adanya program PNPM-MP di 

Kecamatan Balige menciptakan peluang keIja kepada masyarakat. 

Zaki Mubarak mahasiswa Pascasarjana Program Magister Teknik 

Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010 \ • 

dalam tesisnya yang beIjudul Evaluasi pemb,~rdayaan masyarakat ditinjau dari 

proses pengembangan kapasitas pada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa 

Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan "(di unduh dari 

eprints.undip.ac.id/23734/1/ZAKI_MUBARAK.pdf pada tanggal 2 Februari 

2014)". Dar hasil penelitiannya diketahui kegiatan pengembangan kapasitas 

masyarakat di Desa SastrodiIjan telah dil aksankan sesuai dengan prin!'ip 
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pemberdayaan dan telah berhasil mengubah t.ngkat kesadaran masyarakat serta 

merubah pemahamannya untuk berperan dalam pembangunan di komunitasnya. 

Temuan yang di dapatkan adalah perubahan kesadaran masyarakat tidak 

berhubungan dengan usia responden, tingkat pendidikan dan perannya dalam 

PNPM-MP, namun berhubungan dengan jenis kelamin, dimana peran dan 

keterlibatan perempuan masih rendah dan belum cukup optimal dalam 

mendukung pembangunan di tingkat komunitasnya. Masyarakat Desa 

Sastrodirjan telah menyadari konsep pemberdayaan dan mengerti untuk 

menggunakan bagi kepentingan komunitasnya, namun untuk menuju tahapan 

pembiasaan masih membutuhkan pembelajaran yang lebih banyak sehingga 

mereka benar-benar siap untuk bertanggung jawab secara penuh dalam 

pengelolaan pembangaunan komunitasnya. Masyarakat juga telah siap untuk 

melanjutkan program pemberdayaan yang seiama ini telah berjalan, meskipun 

secara mandiri hal tersebut belurn dapat dilaksc'nakan sendiri oleh masyarakat dan 

masih membutuhkan pendamping yang intensif dari pihak luar serta bantuan 

pendanaan secara berkesinambungan. 

Sehubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini sebagai kajian 

awal pemah dilakukan penelitian yang dila~ukan oleh Ahmad Sa'i Samosir, 

Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan Program Studi 

Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) pada tahun 2012 

dengan judul Dampak program dana bergulir I'NPM Mandiri Perkotaan terhadap 

kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Medan Kota "(di unduh dari 
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repository.usu.ac.idlbitstreaml I23456789/35024171Cover.pdf pada 3 Februari 

2014)". Menunjukkan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan 

Medan Kota berdasarkan pelaksanaan yang dilakukan Penanggung Jawab 

Operasional (P10K) berjalan cukup baik, hal ini disebabkan kegiatan pelaksanaan 

berjalan sesuai dengan prosedur Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan, 

seperti dilaksanakannya Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), Diskusi 

Kelompok Terarah (DKT) atau Focus Group Discussion (FGD), Pemetaan 

Swadya, Perencanaan Jangka Menegah Program Penanggulangan Kemiskinan 

(PlM Pronangkis) dan Mekenisme PenyalurarL Dana dan Pemanfaatan Bantuan. 

Selain itu dalam pelaksanaan program dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan 

juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses pelaksanaan 

program dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan, dimana partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan program dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan 

menunjukkan pada tingkat selalui ikut yaitu 63,00% dan partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan program dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan menunjukan 

pada tingkat selalu ikut yaitu 52,00%. Program dana bergulir PNPM Mandiri 

Perkotaan memberikan dampak positif terhadap pendapat masyrakat, hal ini 

disebabkan pendapatan masyarakat Kecamatan Medan Kota meningkat setel ah 

adanya program dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaaan. Namun rata-rata 

pendapatan masyarakat setelah adanya program dana bergulir PNPM Mandiri 

Perkotaan. Namun rata-rata pendapat masyarakat masih di bawah Pendapatan 

Perkapita Kecamatan Medan Kota. 
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3.	 Kerangka Pemikiran 

Kemiskinan menurut pendekatatan ilmu sosial dapat diartikan sebagai suatu 
, 

keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan 

taraf hidup kelompoknya dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental 

maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. 

Selanjutnya Supriatna (1997:22) berpendapat bahwa, "mereka dikatakan 

dibawah garis kemiskinan apabila masih lemahnya kemampuan teknis dan manajeriaJ 

, '. SDM yang mengakibatkan belum optimalnya kegiatan ekonomi dan kesempatan 

kelja selia produktivitas kerja yang masih terbatas". 

Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk 

mengakses sumber daya yang tersedia Sumber daya alam dan kualitas sumber daya 

manusia yang rendah menyebabkan penghasilan yang rendah, sehingga munculah 

kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi dirnana seseorang atau sekelompok 

orang, laki-Iaki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasamya untuk 

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. 

Dengan pengertian tersebut maka dilakukan penanggulangan kemiskinan yaitu 

dengan dikeluarkannya berbagi program pellanggulangan kemiskinan yaitu 

Pembentukan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) berdasarkan 

Kepmen No;25/Kep/Menko/KesralVII/2007 yang didalamnya terdapat berbagai 

program penanggulangan kemiskinan, dan salah satunya yaitu Program Nasional 

Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perd,~saan. Program tersebut dilakukan 

secara botom up. Yang dirumuskan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, LSM, swasta masyarakat miskin dimana kriteria miskin disini adalah lantai 

bangunan tempat tinggal 15m2120m2
, jenis lantni bangunan tanah /semen kondisi 
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jelek, jenis dinding terbuat dari dari bambulpapan, jenis atap bangunan genting, 

Fasilitas buang air besar Gambanlkakus) umum, sumber air minum mata air tidak 

\ 

terlindungi (sungai/sumur), sumber penerangan utama bukan listrikllistrik tanpa 

meteran, bahan memasak kayu, aranglminyak tanah, dalam seminggu rumah tangga 

tidak pemah membeli daging, ayam satu kali, dalam sehari biasanya anggota rumah 

tangga makan satuldua kali, apabila ada anggota rumah tangga yang sakit tidak 

mampu berobat ke puskesmas/poliklinik, dalam satu tahun tidak pemah memheli 

pakaian barn/satu stel, rumah tangga tidak pemah menerima kredit usaha, tidak 

mengusahakan lahan pertanian/perkebunan, untuk memenuhi kebutuhan sering 

berhutang. Dalam pelaksanaan program tersebut dipengaruhi oleh program 

komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi sehingga. 

menghasilkan kendala atau dampak dalam pelaksanaanya. Agar lebih jelasnya dalam 

memahami dan agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda antara penulis dan 

pembaca maka dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 
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Bagan 2.5
 
Kerangka Pemikiran
 

KEMISKINAN
 

1
 
PNPM Mandiri Perdesaan 

Pedoman Umum PNPM Mandiri 
Kep. Menko Kesra ~ 

No. 25/KEPIMENKO/KesralVIII2007 PTO Mandiri Perdesaan 

I 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN 

DI KELURAHAN KOTAWARINIGN HILIR KECAMATAN 

KOTAWARTNGlN LAMA KABUPATEN KOTAWARTNGlN BARAT 

1 
. 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PNPM
 

MANDIRI PERDESAAN
 

I. KOMUNIKASI 
2. SUMBERDAYA 
3. D1SPOSISI/SIKAP PELAKSANA 
4. STRUKTUR BIROKASI 

t
 
KESEJAHTERAAN 
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BAD III
 

METODE PENELITIAN
 

A. Prerspektif PeDdekataD PeDelitiaD 

Ragam penelitian jika ditinjau dari cara mengo lah data pada hakekatnya terbagi 

kedalam dua jenis penelitian yaitu penelitioo kuootitatif dan penelitian kualitatif. 

Penelitioo kuantitatif adalah penelitian yang mendasal'kan pada hasil perhitungan data 

secara matematis. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitioo yang ingin 

mengungkapkan suatu keadaan dengoo deskriptif. 

Secara umum penelitian merupakan wahooa untuk menemukan kebenaran atau 

untuk memperkuat kebenaran yang telah ada Sugiyono (2008: I) menjelaskan bahwa, 

"penelitian adalah merupakoo acara ilmiah untuk mendapatkan data dan kegunaan 

tertentu". Selanjutnya menurut Sugiyono (2009: 13-14) menjelaskan bahwa 

karakteristik penelitian kualitatif adalah : 

I.	 Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sehingga lawannya adalah eksperiman), 

langsung ke sumber data dan peneliti adalah berfungsi sebagai instrumen 

utamalkunci. 

2.	 Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data :lang terkumpul berbentuk kata­

kata dan gam bar sehingga tidak menekan pada angka. 

3.	 Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau outcome. 

4.	 Penelitian kualitatifmelakukan analisis data secara induktif. 

5.	 Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (daw di balik yang teramati). 
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Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa jenis penelitian kualitatif 

itu di lakukan secara intensif, Peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat 
\ 

secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis retlektif terhadap berbagai 

dokumen yang di temukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara 

mendetail. 

Pengertian metode penelitian menurut Soehartono (2004:9) bahwa, "metode 

penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk mengemukakan atau 

memperoleh data yang di per!ukan". Metode penelitian yang di gunakan penulis dalarn 

hal ini adalah metode penelitian deskriptif kualitastif dengan pendeketan induktif, jadi 

terarah kepada menggambarkan atau melukiskan keadaan atau fenomena yang ada 

obyek penelitian dalam kurun waktu tertentu dengan berdasarkan kenyataan yan~ 

tampak. Menurut Nazir (2005 : 63) yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah 

sebagai berikut : 

"Metode deskriptif adalah objek, suatu set kcndisi, suatu system, pemikiran 
ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif 
ini adalah untuk membuat deskriptif atau gambaran secara sitematis, faktual dan 
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di 
selidiki". 

Menyimak dari penjelasan diatas, metode deskriptif dalam penelitian ini yaitu 

metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial 

tertemu dari objek yang di teliti dimana melalui mdode ini penulis akan berusaha 

menyelidiki dan melukiskan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan implementasi 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPI\1) Mandiri Perdesaan dan faktor 

pendukung dan Penghambat dalam implementasi Program Nasional Pemberdayaan 
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Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan 

Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Sedangkan penelitian dengan pendekatan induktif artinya penelitian yang 

berangkat dari kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang kemudian di 

kaji atau di kaitkan dengan teori-teori yang ada yang rnendukungnya. Oi Iihat pula dari 

sifat penelitian kualitatif adalah mempunyai sifat induktif yaitu pengembangan konsep 

yang didasarkan pada data yang ada, mengikuti desain penelitiann yang fleksibel 

sesuai dengan konteksnya sehingga memberi peluang peneliti untuk menyesuaikan diri 

dengan konteks yang ada di lapangan. 

Beradasarkan uraian di alas maka jenis penelithn yang peneliti gunakan adalah 

penelitian kualitatif, karena ingin mengkaji fenomena-fenomena yang dalam hal ini 

adalah bagaimana pelaksanaan suatu program pemberdayaan bagi suatu komunitas 

masyarakat. 

B. Fokus Penelitian 

Agar tidak terjadi perluasan dalam penelitian dan untuk memudahkan dalam 

pencariaan data maka penulis memfokuskan peneJitian. Fokus penelitian yang 

diambil dalam implementasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan 

Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat. Oalam hal ini, kegiatan tersebut 

di lakukan untuk melihat implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri Pedesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin 
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Lama Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga dapat dilihat derajat pencapaian tujuan 

dan sasaran kebijakan tersebut. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan mengambil lokasi di Kelurahan Kotawaringin 

Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dengan 

pertimbangan Kotawaringin Hilir merupakan salah satu desa yang menjalankan 
, '­

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (pNPM) Mandiri Perdesaan, 

Permasalaban di Keluraban Kotawaringin Hilir cllkup komplek dan juga lokasi 

penelitian merupakan tempat tinggal penulis sehingga di harapkan dapat lebih lancar 

dalam melakukan penelitian. 

D. Fenomena Pengamatan 

Fenomena pengamatan adalah hal-hal yang akan di amati dalam penelitian 

yang di dasarkan pada permasalahan penelitian. Dalam hal ini fenomena yang akan di 

amati dalam penelitian ini adalah implementa;i dan factor-faktor yang 

mempengaruhinya. Untuk fenomena implementasi, pf'nulis menuangkan dalam asumsi 

berdasarkan pada tujuan PNPM Mandiri yang tercantum di dalam PTa PNPM 

Mandiri Perdesaan. Sedangkan untuk faktor-fr ktor yang mempengaruhi 

implementasi, penulis menuangkan dalam asumsi berdasarkan teori George Edward 

Ill. Sehingga dalam penelitian yang akan menjadi fenomena pengamatan adalah 

nampak pada tabel 3.1 di bawah ini. 
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Tabe13.1 
Fenomena dan Asumsi Implementasi Progl"llm Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (pNPM) Mandiri Perdesaan 

Fenomena Indikasi 

I.	 Implementasi a. Pengelolahan partisipasi masyarakat kelelurahan . 
PNPM Kotawaringin Hilir delam kegiatan PNPM Mandiri : 
Mandiri Perdesaan.	 : 

,Perdesaan b.	 Pembangunan partisipatif tidak di kelola dengan baik. 
c.	 Pemerintahan Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang 

berpartisipasi dalam memfasilitasi pengelolaan 
pembangunan Partisipatif. 

d.	 Perguliran dana tidak di kelola dengan baile. 
e.	 Kerjasama antar desa dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan oerdesaan kurane. berialan dene.an baik. 
2.	 Komukasi a.	 ketidalgelasan inforrnasi tentang PNPM Mandiri 

Perdesaan yang diterima oleh pelaksana. 
b.	 Kurangnya inforrnasi tentang PNPM Mandiri : 

Perdesaan. 
, 

c.	 Sulit menyampaikan inforrnasi tentang PNPM. 
Mandiri Perdesaan oleh pelaksana kepada 
masvarakat. 

3.	 Sumber Daya a. Pengangkatan personil pelaku PNPM Mandiri 
kurang Perdesaan tidak melalui musyawarh desa.
 
mendukung
 b.	 Masih rendahnya tingkat pendidikan di Kelurahan 

Kotawaringin Hilir. 
c.	 Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam 

pelaksanaan PNPM Mandiri perdesaan. 
d.	 Kurangnya pelatihan tentang PNPM Mandiri 

Perdesaan baQi nelaku di desa. 
4.	 Disposisi/ a. Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kelurahan 

Sikap Kotawaringin Hilir lamban dalam menanggapi 
pelaksana perintah dan teguran dari pelaku di Kecamatan.
 
menaggapl
 b. Penentuan usulan kegiatan dari desa berdasarkan 
PNPM prioritas yang di temukan tidak lewat musyawarah 
Mandiri desa.
 
Perdesaan.
 c.	 Penerimaan dana BLM tidak tergantung usulan desa. 

d.	 Jumlah RTM masih tetap sarna dari tahun (2009­
2011) 

e.	 Adanya penunggakan Simpan Pinjam perempuan 
(SPP) dari masvarakal. 

a. Tidak Adanya Standart Operanting Prosedurs (SOP) 
Birokasi tidak 

5. Struktur 
vanQ mendukunQ PNPM. 
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di laksanakan 
dengan 
maksimal. 

b.	 Pembagian tupoksi para pelaksana PNPM MP tidak 
jelas. 

c.	 Kurangnya koordinasi antar peJaksana PNPM 
Mandiri perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir 
dan dengan pelaksana PNPM Mandirin Perdesaan di 
Kecamatan maupun di Kabupaten. 

d.	 Teljadi banyak diskresi dalam pencapaian tujuan 
PNPM Mandiri Perdesaan. 

E.	 Jenis dan Sumber Data 

Untuk mengetahui data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian maka 

hams di tentukan dengan sumber data yang akan di gunakan. Arikunto (2006: J20) 

menjeJaskan bahwa, "sumber data adalah subyek yang diajukan kepada responden 

yang dapat di Jakukan secara tertulis ataupun lisan dari sesuatu benda, proses sesuatu 

dan sumber data dari dokumen atau catatan-catatan dari obyek permasalahan". 

Menurot Arikunto «2006:130) untuk mempermudah mengidentifikasi data, 

maka sumber data dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) di lihat dari subyek dimana 

data menempel, yaitu : 

1.	 Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data beropa jawaban lisan 

melalui wawancara ataujawaban tertulis melalui angket. 

2.	 Place, yaitu sumber data yang menyajikan tamrilan beropa keadaan diam dan 

bergerak. Diam, misalnya ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, wama dan lain-

lain. Sedangkan bergerak misalnya aktivitas, kinerja, sajian sinetron. lajl' 

kendaraan, ritme, nyanyian, gerak tari, kegiatan be!ajar mengajar, dan lain-lain. 

3.	 Paper, yaitu sumber yang menyajikan tanda-tandl berupa huruf, angka, gambar. 

atau symbol-simbol lain. Dengan pengertian ini maka ''paper'' bukan terbata> 
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hanya pada kertas sebagaimana terjemahkan dari kata "paper" dalam bahasa 

Inggris, tetapi dapat berwujud batu, kayu, tulang, daun lontar, dan sebagainya, 
\ 

yang coeok untuk penggunaan metode dokumentasi. 

Data menurut sumbemya di bedakan menjadi dua yaitu: 

I.	 Sumber data primer, yaitu data yang langsung di terima dari pihak pertama berupa 

pendapat pribadi yang subyektif sifatnya, oleh karena itu agar relatif cenderung 

lebih obyektif selayaknya di kumpulkan dari beberapa responden yang memenuhi 

syarat penelitian. 

2.	 Sumber Data Sekunder, yaitu data yang sudah di oleh berbagai pihak atau satu 

pihak yang sifatnya sudah lebih obyektif dan dapat di kumpulkan dari buklL 

Koran, majalah, buletin, juma!, seminar, dan hasil penelitian orang lain. 

F.	 Pemilihan Informan 

Menurut Moleong (2008) seperti yang di tlilis dalam bukunya metodologi 

penelitian kualitatif, di dalam mendapatkan informasi yang benar-benar valid, maka di 

dalam memilih informan dapat di lakukan melalui wawancara pendahuluan sebelum 

melakukan penelitian. Dalam penelitian ini pemilihm informan di lakukan secara 

pllrvosive. Cara ini di lakukan dengan pertimbangan bahwa informan yang di pilih 

adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui atau ted ibat langsung dengan foku, 

penelitian. lnforman yang di pilih adalah informan kunci (key informan). 
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Arikunto (2006:139-140) juga menyebutkan "purposive sample di lakukan 

dengan cara mengambil subjek bukan di dasarkan atas strata, random atau daerah 
, 

tetapi di dasarkan atas adanya tujuan tertentu". Teknik ini biasanya di lakukan karena 

beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga 

tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. 

Dalam penelitian ini, secara spesifik karakteristik infonnan adalah para 

pelaksana Program Nasional Pemberdayaan masyaraht (PNPM) Mandiri Perdesaan 

yaitu : 

I. Penanggung Jawab Operasional Proyek (pJOK) 

2. Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 

3. Fasilitator Kecamatan 

4. Lurah Kotawaringin Hilir 

5. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 

6. Warga masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir 

G. Instumen Penelitian 

Ciri khas penelitian kualititif tidak dapat di pischkan dari pengamatan berperan 

serta, namun peran penelitilah yang menentukan keseluruhann skenarionya. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dirinya sendiri sebagai instrumen 

penelitian. Dimana kedudukan penulis dalam penelitian kualitatifcukup rum it. Penuli, 

merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, anal isis, penafsir data, dan 

akhimya penulis menjadi pelapor hasil penelitian. I'engertian instrument atau alat 
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peneliti disini tepat karena penulis menjadi segalanya dari keseluruhan proses 

penelitian. 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang valid dan obyektif dalam penelitian, maka penulis 

menggunakan teknik penelitian lapangan dimana penulis langsung mengadakan 

penelitian di lokasi penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini di peroleh 

dengan : 

a. Wawancara 

Merupakan usaha mengumpulkan data dan informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan untuk di jawab secara lisan pula 

melalui Tanya jawab yang terarah. Penulis berpedoman kepada pertanyaan­

pertanyaan wawancara (interview guide) yang telah di siapkan serta tidak 

menutup kemungkinan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan baru.Validitas 

penelitian terletak pada kedalaman menggali informasi yang mencakup beberapa 

hal. yaitu : pertanyaan deskriptif, pertanyaan komparatifdan pertanyaan analisis. 

Moleong (2009: 186) menjelaskan bahwa, "wawancara adalah percakapan " 

dengan maksud tertentu". Jadi wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk 

memperoleh keterangan dengan cara Tanya jawaIJ secara langsung antara penulis 

dengan responden yang di anggap dapat memberikan keterangan dan penjelasan 

yang berhubungan dengan masalahan yang akan di teliti sebagaimana telah di 

tentukan dengan pedoman wawancara. 
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b. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatatan yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan langsung pada obyek penelitian, guna memperoleh data yang faktual 

untuk di bandingkan dengan data yang di peroleh dari nara sumber. 

c. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006: 231), pengertian dokumentasi adalah sebagai 

berikul, "Dokumentasi adalah metode yang di laksanakan oleh peneliti untuk 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat,catatan harian, dan sebagainya". Jadi, 

dokumentasi merupakan teknik pengumpulan date. dengan cara studi kepustakaan, 

meneliti dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip serta laporan penelitian 

yang sudah ada sehingga dapat menunjang pelaksanaan penelitian ini dari 

sumber-surnber resmi yang dapat di pertanggungjawabkan. 

I. Teknik Analisis Data 

Analisa data merupakan tahap yang amat pent; ng, karena data yang terkumpul 

masih harus di olah terlebih dahulu sehingga dapat diketahui makna yang berguna 

dalam pemecahan masalah pada penelitian. 

Menurut moelong (2009:248),"(analisis data kualitatif adalah upaya yang di 

lakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah­

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, m~nsistensiskanya, mencari dan 
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menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain". 

Teknik analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini analisis dengan model 

interaktif sebagaimana di kemukakan oleh Miles dan Hubennan dalam Sugiyono 

(2007:337). Dalam model ini 3 (tiga) komponen allalisis yaitu reduksi data, dan 

penarikan kesimpulan perlu dioperasikan. 

Ketiga macam kegiatan anal isis yang di sebut di atas saling berhubungan dan 

berlangsung terus selama penelitian dilakukan. Jadi analisis adalah kegiatan yang 

berkesinambungan dari awat sampai akhir penelitian. 

Dalam penelitian ini, analisa data yang di gvnakan adalah secara kualitatif 

melalui pendekatan induktif, yaitu menjawab dan memecahkan masalah dengan 

melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang 

di teliti guna menghasilkan kesimpulan yang kemudian di gambarkan sesuai dengan 

kondisi dan waktu. 

Merujuk buku metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D (Sugiyono, 

2009:247-252), maka penulis menganalisis data menggunakan langkah-Iangkah 

sebagai berikut : 

I. Reduksi Data 

Reduksi data di kerjakan dan di awali dari yang di dapat di lapangan 

langsung di ketik atau di tulis dengan rapi, terinci serta sistematis setiap selesai 

mengumpulkan data. Data-data yang terkumpul s~makin bertambah. oleh karena 

itu laporan tersebut harns di anal isis sejak di mulainnya penelitian. Laporan­
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laporan itu perlu direduksi yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan 

fokus penelitian, kemudian di cari temanya. Data-data yang telah direduksi 
\ 

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan 

mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu di perlakukan. 

Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek 

tertentu. 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemi lihan, pemusatan perhatian pada 

penyelenggaraan, pengabstrakan, dan informasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Tahapan dalam meruduksi data yaitu membuat 

ringkasan, mengkode menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, 

dan menulis memo. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya 

dapat di tarik dan di verifikasi. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sebagai sekumpUllan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Melihat data yang di sajikan, kita dapat melihat dan akan dapat 

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus di lakukan . 

3. Kesimpulan 

Kegiatan untuk mengambil kesimpulan dari setiap data yang di peroleh sejak 

semula. Peneliti berusaha untuk mencari makna data yang di kumpulkan dengan 
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melihat pala, tema, hubungan, persamaan dan hal-hal yang sering timbul untuk 

mengambil suatu kesimpulan. Untuk memperdalam di lakukan langkah-Iangkah 

\ 

verifikasi atau pengumpulan data terbaru selama penelitian. 

. '­
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BABV 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari data yang telah dipaparkan bab terdahulu dapat dikatakan bahwa 

pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan maupun PNPM Mandiri Perdesaan 

Intergrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah berjalan sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Ini tidak terlepas dari peran aktif selumh pelaku PNPM dari tingkat Desa 

hingga tingkat Kabupaten. 

Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perc'esaan maupun PNPM Mandiri 

Perdesaan Intergrasi di Kabupaten KOlawaringin Barat yang dimulai sejak tahun 2003 

hingga 2011 membawa manfaat positifbagi masyarakat. Hal ini terbukti dengan telah 

terbangunnya banyak sarana/prasarana alaU fasil itas sosial masyarakat perdesaan, 

antara lain sapraslinfrastruktur perdesaan, sarpras/fasilitas pendukung pendidikan, 

sarpraslfasilitas pendukung kesehatan. Di samping itu juga telah terbentuk banyak 

kelompok SPP dengan berbagai jenis unit usaha yang mempunyai aset yang terus , ' 

meningkal. 

Selain itu, manfaat yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Kabupatcn 

KOlawaringin Barat adalah adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam 

masyarakat dan pemerintahaan desa dalam proses pelembagaan di masyarakat dan 
, 

pemerintahaan desa dalam proses pelembagaan sistem pembangunan partisipatif 

masyarakal. Hal ini ditandai dengan tingginya kesadaran dan partisipasi nsur 
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kelembagaan di masyarakal dan pemerintahan jesa dalam usaha meningkalkan 

kemampuan serta kapasitasnya unluk menfasililasi proses pembangunan partisipalif 

masyarakal melalui pelalihan, pembekalan, sludi banding serta rapal-rapal yang 

dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan lentang implemenlasi Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakal (PNPM) f\1andiri Perdesaan di Kelurahan 

Kotawaringin Hilir Kecamalan Kotawaringin Lama Kabupalen Kotawaringin Baral, 

maka dapal ditarik kesimpulan sebagai berikul : 

lmplementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakal (PNPM) Mandiri 

Perdesaan 

Oi Kelurahan Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten 

Kotawaringin Baral dapat dikatakan kurang berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari 

kurangnya partisipasi masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir dalam kegiatan 

PNPM Mandiri Perdesaan, Perguliran dana / SPP tidak dikelola dengan baik sehingga 

terjadi adanya tunggakan SPP lerlibat sampai dengan bulan Agustus bam , , 

mengembalikan sebesar Rp. 10.000.000,- dari dana BLM Rp. 4.000.000,- yang 

dicairkan bulan juni untuk 8 (delapan) orang peminjam, serta kerjasama antar desa 

kurang berjalan dengan baik dalam upaya pengenta;;an kemiskinan. 

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaandi Kelurahan Kotawaringin 

Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupalen Kotawaringin Baral adalah 
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I) komunikasi, dimana masih ban yak pelaku Di Kelurahan Kotawaringin Hilir yang 

belum memahami tentang PNPM Mandiri Perd,'saan. 

2) sumber daya, sumber daya di Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang mendukung 

baik dari sumber daya manusianya maupunsarana dan prasarana pendukung 

pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaar. 

3) disposisilsikap pelaksana, sikap pelaksana di Kelurahan Kotawaringin Hilir 

kurang mendukung dalam menanggapi PNPM mandiri Perdesaan karena pelaku 

di kelurahan kurang tegas terhadap masyarakat yang tidak tertib dalam 

penyetoran SPP sehingga masih terjadi pem nggakan, Selain itu juga pelaku 

kurang cekatan dalam merespon teguran dari pelaku di Kecamatan tentang 

keterlambatan pelaporan. 

4)	 struktur birokrasi, tidak adanya SOP yang mendukung implementasi PNPM 

Mandiri Perdesaan membuat ketidakjelasan pembagian tupoksi dari masing­

masing pelaku di kelurahan, adanya diskresi dalam pencapaian tujuan PNPM 

Mandiri perdesaan dan kurangnya koordinasi yang dilakukan antar pelaku di 

kelurahan dan antara pelaku di kecamatan. 

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalamimplementasi PNPM Mandiri 

Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir. Namun dari keempat factor yang 

mempengaruhi, faktor sumber daya daya dan disposisi yang mempunyai pengaruh 

yang kuat dalam implementasi PNPM Mandiri Per.Jesaan di Kelurahan Kotawarin~in 

Hilir karena dalam pelaksanaan suatu program dibutuhkan Implementor yang bisa 

., , 
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menjalankan program dengan baik, salah satunya yaitu dengan dibekalinya sumber 

daya yang memadai. Selain itu disposisi/sikap pela;,sana juga mempunyai peran yang 

cukup besar dalam kelancaran kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan 

Kotawaringin Hilir, Program akan berjalan dengan baik jika sikap pelaksana 

mendukung akan adanya PNPM Mandiri Perdesaan. 

Saran 

1.	 Begitu banyak manfaat yang telah dirasak'ln oleh masyarakat, diharapkan 

Program PNPM Mandiri Perdesaan dan PN?M Mandiri Perdesaan lntergrasi 

untuk terus dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang. 

2.	 Dalam rangka meningkatkan efektifitaas serta kelancaran dalam pelaksanaan 

program, maka koordinasi antar pelaku dari tingkat desa hingga tingkat nasional 

yang dilaksanakan secara beljenjang harns lebih ditingkatkan. 

3.	 Dengan makin meningkatnya cakupan kegiatan, besaran dana serta kompleksitas 

permasalahan yang dihadapi, maka wawasan, pengetahuan dan keahlian para 

pelaku harns lebih ditingkatkan melalui berbagai kegiatan pelatihan, pembekalan, 

studi banding, seminar, lokakarya dan lain-lain. 
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Akan menyusun Tesis yang berjudu\ :
 
.. IMPlEMENTASI PROGRAM NASIONAl PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI
 
PEROESAAN OJ KELURAHAN KOTAWARINGIN HILIR KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA
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18 April 2013 

• 
MAS 
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Basil WawRRcara 

No Responden TRnggal FtnOmtDIII Jawaban 

J. Bp.Musyawir( 
Ketua 17K) 

15-3-2013 J. Implementasi J. Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir tahun 2011 berjalan 
kurnng baik. Kami telah mentoati Pedoman Teknis Operasional (PTa) PNPM Mandiri 
Perdesaan yaitu dengan tersedianya map 1-7 yang berisi ketentuan administrasi sesuai dcngan 
PTO PNPM mandiri Perdesoan walaupun kami akui bahwa kami butuh waletu eUkup lama 
dalam pengisiannya karena keterbatasan pengetahuan kami tentang PNPM Mandiri dan 

2. 
banyak pelaku yang baru ,erta untuk koordinasi dalam hal pelapofan eukup lama. 
Komi telah melaksanakan kegialan PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan alur kegiatan 
PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di PTa. walaupun terkadang kami kesulitan dalam 
pengumpulan masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir untuk bermusyawarah ten tang PNPM 
Mandiri Perdesaa. Hal ini dikarenakan KPMD kurang membaur dengan masyarakat sehingga 
kami sedikit kesulitan dalam penggalian gagasan masyarakat 

3. Kami akui untuk pelaporan hasil kegiatan kepada UPK sering terlambat karena keterbatasan 
kami tentang pemahaman PNPM Mandiri Perdesaan dikarenakan ban yak pelaku yang baru 
sehingga mengakibatkan keterlambatan pencairan dana BLM karcna syarat untuk mecairkan 

I dana BlM adalah ~Jengan memberikan laparan hasil kegiatan peneairan dana BlM tahap 

4. 
sebelumnya. 
Kegiatan PNPM Mandiri Perdesoan tahun 2011 di Kelurahan Kotawaringin Hilir sudah tepat 
sasaran karena usulan kegiatan yang diajukan merupakan hasil daTi gagasan- gagasan dari 
msyarakat. ' 

I 
I 
I . 

2. Komunikasi I. Selama ini kami belum bisa melaksanakan koordinasi dengan baik. Hal ini dikarenakan kami 
mempunyai kesibukan masing-masing dan tahun ini pelakunya banyak yang baru. Selain itu 
saya menilai pelaku PNPM Mandiri Perdesoan di Kelurahan Kotawaringin Hilir tabun 20 II 
kurang aktif dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sepertl eontohnya KPMD kurang 
membaur dengan masyarakat sehingga dalam penggalian usulan dari tiap dusun memburuhkan 
waktu yang eukup lama. Saya juga melihat bahwa pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hili, 
kurang aktifbertanya dan melalaikan koordinasi dengan UPK Jan Fasilita!or Kecamatan. Saya 
hanya bisa memberikan teguran bagi KPMD untuk lebih aktif mclakukan pertemuan di tingkat 
dusun agar penggalian gagasan dari masyarakat bisa didapatkan dan segcra dirancang untuk 
dijadikan scbagai sebuah usulan kegiatan yang nantinya akan Ji danai oleh PNPM Mandiri 
Perdesaan. 

2. Kami kurang memahami PNPM Mandiri karena rata-rata pelaku di Kelu;a~2...1 Kota\\!aringin 
I Hilir adalah peiaku baru sehinj(ga diperlukan pendampingan dari Fa,i'>:or Keeamal3n. 

' 
: 

< 
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I 

'I ! 
J 

" i 

I I
 
3. Sumber daya 

Selama ini kami mendapalknn informasi tentang PNPM Mandiri Perdcsaan dari sosialasi pacta 
saal MAD sosialisasi dan pclatihan yang diberikan olch fosilitator let::lpi pelaksnaaan pclatihan 
sangar jarang. 

3.	 saat ini kami jika ada perintah dan tegurnn dan pclaku di kecamatan sclulu kami tindaklanjuti 
dengan baik nsmun memong diakui oleh kami bahwa masih belum optimal karena adanya 
bebcrapa hambatan. Salah satunya adalah dalam hal pelaporan. kami akui memang sering 
terlnmbat memberikan laporan hasH kegiatnn karena pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lahun 
2011 banyak yang baru sehingga pemahaannya masih kurang dan menyebabkan tidak sesuia 
target waktu dalam pelaksanaan kegiatan dan menghambat pencairan dana selanjutnya 

4.	 kami tclah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir tetntMg 
PNPM Mandiri Perdesaan dalam musdes sosialisasi, tetapi lillgkat kehadiran masyarakat
 
Kelurahan Kotawaringin Hilir cukup rendah karcna mayoritas mawarakat Kelurahan
 
Kotawaringin Hilir bekerja sebagai buruh pabrik sehingga agak sulil dalam mengumpulkan 

mas=y=ara=ka::l:....---;-;---:;----,---------:c,------;---;:-----,----==:-:--:----::-~ 
l.	 tidak semua pelaku di desa mampu menyampaikan informa..~i tcntang PNPM Mandiri I 

Perdesaan dengan baik, seperti contohnya KPMO kurang mampu menggan gagasan-gagasan I 

dari masyarakal karena KPMO tahun 2011 ini kurang aktif dan membaur dengan masyarakat. i 
selain itu tingkat pendidikan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin I 
Hilir eukup rendah sehingga dalarn pelaksanaan administrasi PNPM Mandiri kurang baik. 

2.	 Hal ini yang masih~menjadi kendala bagi kami se1aku pelaku di desa. Kami belum memiliki I 
gedung khusus untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdcsaan. Kami masih menginduk pada 
kantor Kelurahan Kotawaringin Hilir yang hanya satu ruangan saja. ltupun komi tempati utuk 
semua pelaku PNPM di desa.Harapan kami kepada kepala kelurahan agar kami diberikan 
tempal yanga I'ayak untuk membantu kclancaran proses pelaksanaan PNPM Mandiri 
Perdesaan. Selama ini dokumen-dokumen sering tercampur antara pelaku dalam kegiatan 
pereneanaan, pelaku kegiatan pelaksanaan dan pelaku pemeliharaan. Harapan yang kami 
inginkan liap pelaku dari masing-masing kegiatan memiliki ruangan masingamasing walaupun 
masih menginduk pada kantor Kelurahan. 

3.	 kami barn menerima pelatihan 3 (liga) kali dalarn lahun 2011 ini yaitu pelatihan KPMO, 
pelatihan administrasi dan pelatihan lim pemelihara. Seharusnya dalam I (satu) tabun kami 
mendapatkan 11 (sebelas) pelalihan wajib bagi ·pelaku PNPM Mandiri di lingkal desa yailu 
pelalihan bagi TPK, TPU, KPMD, Tim Pemelihara, Tim Pemantau. Tim Monitoring, KPO. 

LL~~ LBKAO' Administrasi dan pelalihan Pelaporan. Dan kami akui para bahwa tingkat kehadiran 
kami eukup rendah dalam kegiatan pelalihan yang dibcrikan karena kegiatan pelatihan 
diadakan pada siang had dan kebanyakan dati pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir bekerja I 
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sebagai pedagang. 
4.Disposisi/sikap I. dalam penenluan usulan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, kami melaksanakan 
pelaksana Musyawarah Desa terlebih dahulu yaitu Mu'de' Perenean..n. Dalam Mu'des Perenean..n 

lerscbul dihadiri oleh para pelaku PNPM Mandiri Pcrde,aan di Kelurahan KOlawaringin 
Hilir, pcrwakilan dari tiap-liap RT, RW serta tokoh masyarakat dan juga dihadiri oleh PjOKI 
dan	 Fasilitator Kecamatan. Dalam kegiatatl ini kami membahas tentahg kegiatan apa saja 
yang akan di usulkan. 

2.	 dalam penetapan usulan kegiatan kami berunding dengan kepala desa untuk menentukan 
usulan kegintan apa saja yang akan diajukan oleh desa pada MAD di kecamatan. Hal ini kami 
lakukan karcna rendahnya tingkat panisipasi masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir 
sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk menghasilkan mufakaL Untuk itll, supaya 
lidak menghambal pelaksanaan kegiatan, maka kami berunding dcngan kepala Kelurahan 
untuk menetapkan jenis usulan yang akan diajukan yang nanlinya akan di danai oleh BLM 
PNPM Mandiri Perde'aan. 

3.	 dana BLM yang kami terima untuk tahun ini sesuai dengan proposal usulan kegiatan, yailu 
dengan 3 (rlg~) kegiatan yang lerdiri dari pembangun.n gedung Posyandu, jaian Telford 
sikebo dan Simpan Pinjam Perempuan. 

4.	 unluk jumlah RTM atau KK miskin yang menjadi sasaran kegi",an PNPM Mandiri dilelapkan 
berdasarkan krileri~ yang telah di.epakali dalam MAD. Jumlahnya masih sarna karena jika 
kami mendata ulang dan jumlahnya berbeda dengan tahun yang lalu, masyarakal melakukan 
proles. Kami dianggap tidak adil dan'merota dalarn pemet..n kemi'kinan. 

5.	 Kelurahan Kolawaringin Hilir mendapatkan bantuan SPP sebesar Rp. 4.000.000,- unluk 81 
(delapan) orang jadi ma,ing-ma.ing orang mendapalkan Rp. 500.000,- yang diang'ur selama 
12 bulan dengan bunga 2%. Tunggakan SPP yang leijadi di Keiurahan Kotawaringin Hilir I 
dikarenakan masyarakat yang meminjam tidak bisa membayar seroran liap bulannya. Dari 8 
orang peminjam, ada 4 orang yang tidak hisa lancar bersetoran. Kami hanya biss menangih 
Inopa hisa memberikan sanksi kepada orang yang tidak hisa menyetor, Kami hanya dapst I 

memberikan teguran dan jika dan kami tidak bisa berhasil menagih, maka kami serahkan 
kepada pelaku di tingkat kecamatan untuk menindakJanjuti penunggakan tersebut. Tetapi saya I 
akui untuk pelaku yang bertuga menagih jika ada tunggakan kurang aktif dalam penagihan , 
kepada masyarakal yang tidak tertib dalarn penyetoran I 

5. S'ruktur I.	 Kelidakadaan SOP membual kami agak 'usah dalam menjalankan kegialan PNPM Mandiri I 

birokasi Perdesaan. Kami hanya mengelahui hal·hal umumnya saja, untuk detailnya kami meITlsa 
masih kurang walaupun sudah diadakan pelalihan. 'I 

2.	 saya akui bahwa pdaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir tahun 2011 ini banyak yang baru 
sehingga belum bisa menguasai kegiatan PNPr-,..1 Mandiri Perdesann dengan bail.:.. i 
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Kctidakadaan sal' mcmbuat kami kurangjclas dalam pembagian itupoksi para petaku, sepen; I 
contohnya untuk tim pemeliharaan kurang bekerja seear8 optimal dalam implementasi PNPM 

I Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir. Selain itu juga biasanya setelah musdes 
serah terima, maka b.ngunan hasil pekeijaan PNPM Mandiri Perdesoan digunakan tanpa 
adanya pelestarian. Selain itu juga kurang adanya pemantauan dari masyamkat dan dari pihak 
kecamalan daiam lahap pelestarian. Datam hal administrasi, sekretaris TPK dun TPU kurang 
mampu bekerja sesuai dengan tupoksinya sehingga dalam pembuatan proposal kegiatan tahun 
2011 saya yan~ men~hendle 

2. I Sp. Musyar 15-3-2013 I. Implementasi I. Saya melihat unruk Kelurahan Kotawaringin Hilir sudah menjalanknn administrasi dengan 
(Lurab) cUkup baik walaupun dalam pengerjoannya mem butuhkan waktu yang cukup, lama karena 

banyak pelaku yang bartl. ' 
2. Pelaksanaan PNPM MLtndiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir sudah cukup sesuai 

dengan PTa y.ng ada. Pelaku di desa dipilih langsung oleh masyal1lkat dalam Mudes 
Sosialisasi walaupun tingkat kehadiran masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir cukup 
rendab karen. m.yoritas penduduk Kelurah.n Kotawaringin Hilir bekerj. sebagai buruh 
pabrik. Kemudian untuk pengajuan usulan kegi.tan sudab berdasarkan g.gasan dari 
masyarakat namun rnembutuhkan waktu cukup lama dalam penetapan gagasan dari 
masyarak.t. 
Tahun ini Kelurahan Kotawaringin Hilir mengalami keterlambatan pencairan dana OLM 
dikarenakan keterlafnbatan pel.poran hasil kegi.tan PNPM M.ndiri Perdesean. Keterlambatan 
ini karen a banyak pelaku PNPM Mandiri Perde,aan di des. Kotawaringin yang baru yang 
belum begiru memahami PNPM Mandiri Perdesoan. 
kegiatan PNPM ~Mandiri tabun 2011 dapat dikatakan cukup tepat sasaran karena usulan yang 
diajukan dal.m MAD merupakan hasil dari .gagsan dari masyarakat Kelul1lhan Kotawaringin 
Hilir, Pengambilan gagasan dilakukan oleh KPMD melalui perlemuan di dusun 
Koordinasi yang dilakukan oleh pelaku di Kelurahan Kotnwaringin Hili, kurang baik, balk 
dari TPK, KPMD, dan TPU. Hal ini dikarenakan masing-masing pelaku memitiki kesibukan. 
Mayorilas pelaku PNPM Mandiri Perdesoan di Kelurahan Kotawaringin Hilir adalab 
ped.gang sehingga unruk melakukan koordinasi di siang ihari cUkup sui it. 
Masih perlu dioptimalkan, walaupun PjOK dan Fasilitator Kecamatan ,udab melakukan 
sosiatisai dan koordinasi kepada pelaksana di des. akan terapi intensitasnya sangat jarang. 

L · I 

l 
I L I 3. 

Karni meras. sangat kurang jelas jika kami Ihanya berpedoman pada PTa dan penjelsannya 
saja karena PTO masih hal-Ihal umum saja untuk detailnya kami kurang memabarni. 
Menurul saya pelaku di Keluraban Kotawaringin Hilir kurang konsisten d,cgan perintab atau 
tegur.n dari pelaku di tingkat kecamatan. Terlihat dal.m teguran ur.~," keterlarnbatan 
pelaporan bagi polaku di Kelul1lhan Kot.waringin Hilir tidak ditind.k lanjuti dengan baik I 
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3. Sumber daya 

4.Disposisi/sikap 
pelaksana 

4.	 saya selaku kepala Kelurahan telah menghimbau kepada masyarakat untuk ikut beipartisipasi 
dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tetapi pada kenyataannya memang sulit untuk 
mengumpulkan masyarakat karena mayoritas masyarnkat Kelurahan Kotawaringin Hilir 
bekeija sebagai buruh pabrik dan pedagang. Jika siang hari mereka bekeija hingga sore, 
malamnya mungkin capek sehingga jika pelaksanaan Musdes pada siang hari banyak yang 
tidak hadir. 

I.	 kemampuan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir dalam 
memberikan informasi tentang PNPM Mandiri Perdesaan memang saya akui sedikit saja yang 
mampu memberikan informasi PNPM Mandiri Perdesaan secara benar. Pennasalahannya 
adalah karena sumber daya manusianya kurnng memadal. 

2.	 memang kami akui bahwa untuk ternpaVposko pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di 
Kelurahan Kotawaringin Hilir masih menginduk pada kantor Kelurahan Kotawaringin Hilir 
dimana untuk tingkat kelayakan suatu kantor itu belum cukup memadai. Hal in; dikarena tidak 
ada biaya untuk pembangunan gedung khusus bagi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, seiama 
ini kami hanya ada dana untuk operasional saja Unluk kantor UPK saja kecamalan 
Kotawaringin Lama rnenyewa gedung serbaguna TK Nusa Indah Kotawaringin. Saat ini saya 
sedang mengusahakan untuk memberikan ruang yang cukup luas di kantor Kelurahan I 
Kotawaringin Hilir sebagai posko PNPM Mandiri Perdesaan. Saya memilih kantor Kelurahan f 

Kotf.lwaringin Hilir sebagai tempaVposko PNPM Mandiri Perdcsaan agar koordinasi dengan 
pemerintah desa lellih mudah. 

3.	 pelatihan yang d;berikan oleh Fasilitatot Kecamatan kurang optimal karena hanya sebagian 
saja pelaku di desa yang mendapatkannya, padahai seharusnya setiap pelaku PNPM Mandiri 
Perdesaan di tingkat desa mendapatkan pelatihan. 

1.	 saya melihat ptlaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaring;n Hilir telah 
melakukan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan PTO yang ada yaitu saiah 
satunya dengan pelaksanaan musyawarah desa. Tetapi musyawarah desa tersebut tidak 
terlaksana dengan baik karena banyak dari masyarakat yang tidak hadir jad; pengusulan 
kegiatan tidak beijaian secarn optimal yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama. 

2. kami selaku pelaku di desa teiah berkoordinasi dengan peiaku di kecarnatan bahwa untuk 
menanggulangi maslaah kurangnya tingkat kehadiran masyarakat daiam Musdes yang 
mengakibatkan terhambatanya kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, maka diputuskan bahwa 
dalum penetapan ususian kegiatan yang akan diajukan daiam MAD berdasarkan keputusan 

U~ I-

____l- I 3. 
saya dan TPK. 
Selama ini dana BLM yang kami terima telah sesuai dengan usulan yang kami ajukan pada 
saat MAD, waluupun untuk tahun 2010 kegiatan pengajuan SPP tidak diberikan karena 

---"-m"'e.~Ii"ha:::t'"p"r"io"rJ"·ta:::s:..;u:.:s:.::u:::ia"n:..:d,,ar::.i:..;m=as:::in"'g......:m=as:::in"'g..."de:::s"'ae:-. . ~ 

I 
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4. masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir tidak menginginkan adanya perbedaan antara yang 
satu dengan yang lainnya, oleh karen a itu data RTM masih telap sama. Saya bersama dengan 
ketua TPK memutuskan untuk meratakan bantuan yang di berikan dan menyamakan jumlah 
RTM yang menjadi sasaran PNPM Mandiri perdes..n agar tidak terjadi protes karena pada 
dasamya bantuan PNPM in; untuk masyarakat miskin. 

5. tunggakan SPP selama J bulan terhitung sampai bulan Agustus ban! menyetor Rp. 746.800,­
dari tOlal pir1iaman sebesar Rp. 4.000.000. penunggakan lersebut dikare~akan kurang aktifnya 
dan tegas pelaku di desa menagih kepada masyarakat yang terlambat menyetor. Sanksi yang di 
dapat dari ketidaktertiban dalam penyetoran adalah masyarakal yang terlamba! menyetor tidak 
dapat diprioritaskan unluk dapat mengajukan pinjamanjagi i 

5. Struktur 
birokasi 

1. sudah ada PTa tetapi memang horus ada penjelasan alau birnbingan langsung bagi para 
pelaku di desa karena dilihal dar! latar belakang pendidikannya maka memang perlu di 
bimbing secara berkals dari FasilitBtor Kecamatan agar bisa lebih memahami. 

2. menurut saya TPK merupakan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa yang bekerja paling 
dominan dalam rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin 
Hilir. Pelaku yang lain hanya pada beberapa tahapan Ikegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. 
Apalagi untuk tim pemeliharaan. sangat lkurang optimal dalam pelaksanaan tugasnya. 

3. Ibu. lis 18-3-2013 I I.Jmplementasi 1. Untuk Kelurahan Kotawaringin Hilir saya ra.. administrasinya kurang baik karena dalam 
Pun"ati 
(Ketua UPK) 

pelaporannya sering telat. Selain itu map 1-7 masih banyak yang belum di isi. Hal ini 
mungkin karena sUJ1lber daya manusia pelaksana di Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang 
mcmadai serta adanya pergatian pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kot8\\!aringin 
Hilir. Yang sedikit memprihatinkan, untuk administrasi Kelurahan KotBwaringin Hilir sangat 
kurang dalam hal pelaporan. Sehingga menghambat proses peneairan dana tahap selanjutnya 
yang seharusnya bulan Agustus telah memberikan LPJ akhir kegiatan tetapi karena 
keterlambatan dari peloku di desa, make Kelurahan Kotawaringin Hilir belum mencairkan 
dana BLM tabap III. 

2. Kelurahan Kotawaringin Hilir telab melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan 
alur kegiatan yang tereantum dalam PTa, namun saot saya menghadiri Musdes di Kelurahan 
Kotawaringin Hilir tingkal kehadiran dari masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir rendab. 
Sangat sulit sekali untuk mengumpulkan masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir karena 
sclain banyak yang bekeija sebagai buruh, masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir juga 
kurang tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiut,;" PNPM Mandiri Perdesuan sehingga butuh 
waktu lama untuk mendapatkan gagasan dnri masyorakal yang nantinya akan menjadi sualu 
usulan kegiatan yang akan dl danai oleh PNPM Mandiri Perdesaan. 

I 
J. 
4. 

Mcnurut saya administrasi dan pelaporan hasil keg/otsn Kelurahan Kotaw8~:~r::'1. Hilir 
Ikurang baik karena masih banvsk map yan.e belum diisi dan keterlamba~?j Delaooran hasil 
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kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Keterlambatan tersebut aikarcnakana adanya pergantian 
pelaku PNPM Mandiri Pcrdesoon. Karena Ibanyak pelaku yang baru maka masi hada pelaku 
PNPM Mandiri Perdesaan yang belum mengelahui dan paham len tang PNPM Mandiri 
Perdesaan. 

I. Koordinasi yang dilakukan dengan kami selaku pelaku di kecamatan sangal kurang karena 
pelaku di desa kurang aktif sehingga pelaporan hasil kegiatan PNPM Mandiri PerdesBan di 
Kelurahlln Kot8waringin Hilir sering terlambat dan teijadi revisi lapomo k:egiatan. 

2. Kami selllku pelaku di kecamatan Kotawaringin Lama telah memberikansosialisasi sesuai 
dengan TPO yaitu pada saat MAD sosialisasi scrta adanya pelatihan -dari Fasilitator 
Kecamatan bagi pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir. Namun kami akui ibaiiwa pelatihan 
yang diberikan belum optimal karena DOK pelatihan PNPM Man~ri kurang mencukupi yailu 
sebesar Rp. 45.000.000,- dari dana BLM Rp. 3.000.000.000,- untuk pelalihan wajib bagi 
pelaku di desa 

3. pelaku di Kelurahan KOlawaringin Hilir kurang balk datam mcnindaklanjuti perinlah dan 
iteguran dan pelaku di kecamatan karena pelaksanaannya agak lambst Jadi sering terjadi 
kelerlambatan pelaporan hasil kegiatan PNPM Mandir; Perdesaan. Yang seharusnya bulan 
Aguslus ini sudah menyelesaikan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2011, tetapi untuk 
Kelurahan Kotawaringin Hilir belum menyelesaikannya bahkan betum mencairkan dana BLM 
tahap III. Kami hanya bisa memberikan sanksi lokal saja yang berupa teguran bagi pelaku di 
desa. i 

4. 4. saya melihallingkat kehadiran masyarakat Kotawaringin dalam kegialan Musyawarah Oesa 
yang dilakukan oleh pelaku PNPM Mandiri Perdesoon di Kelurahan Kotawaringin Hilir sangat 
kurang. Soot saya di undang dalam Musdes, saya melihal hanya setengahnya saja yang hadir 
dari iumlah undangan yang diberikan kepada masyarakat. 

I. untuk kecarnatan Kotawaringin Lama, Kelurahan Kotawaringin Hilir tergolong desa yang 
tingkat pendidikannya cukup rendah. Saya melihat para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan 
dikandidatkan dan dipilih berdasarkan yang ingin berpartisipasi tanpa melihat dan segi 
pendidikan. Padahal menuM saya segi pendidikan itu sangat berpengaruh dalam pelaksanaan 
tugas yang akan diembannya. 

2. mcnurut saya, sarana dan prasarana pendukung PNPM Mandiri Perdesaan umuk Kelurahan 
Kotawaringin Hilir kurang memadai karens saya melihat untuk tempat penyimpanan berkas 
dan tempat kerja para pelaku di desa terlalu sempi!. Yang mendukung adalah lelak Kelurahan 
KOlawaringin Hilir yang cukup dekat dengan jkecamatan Kotawaringin Lama, sangat mudah 
dan lidak membuluhkan woou lama jika ;akan melakukan koordinasi dengan pelaku di 
kecamatn Kotawaringin. 

3. pelaksanaan oelatihan dilakukan idealnva dalam I (satu) tahun mengadakan II (sebelas) 

2.Komunikasi 

I 

. 

3. Sumber daya 
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pelatihan pokok bagi pelaku di desa, tetapi pada kenyataannya Fasilitator Kecamatan hanya 
mcmherakan pelalihan jika dibutuhkan saja..Selain DOK pelalihan kurang, untuk tingkat 
partisipasi pelaku Kelurahan Kotawaringin Hilir sangal rendah yailu tercermin pada 
pelaksansan pelatihan, pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir 
hanya sebagian saja yang datang. 

4.Disposisilsikap I. saya melihal pelaku Kelurahan Kotawaringin Hilir sudah melaksan~kan kegiatan PNPM 
pelaksana Mandiri Perdesaan sesuai dengan slur kegiatan yang ada di PTO, tetapi iuntuk mencapai 

mufakat dalam musyawarah de.. membuluhkan waktu yang cukup lama sehingga dalam 
penentuBn usulan kegaitan pun membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga pelalcsanaan 
PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir tidak selesai sesuai target 

2. kami selaku pelaku di tingkat kecamalan memberikan kelonggaran bagi pelaku di Kelurahan 
Kotawaringin Hilir dalam penetapan usulan kegiatan dilakukan oleh TPK dan Kepala 
Kelurahan Kotawaringin Hilir, Hal ini dilakukan karena untuk mengejar .target penyelesaian 
kegiatan PNPM 'Mandiri yang harns selesai bulan Agustus 20 II. 

3. pembagian dana BLM sudah sesuai dengan usulan dari masing-masing desa dan lertuang 
dalam Sural Penelapan Camat Nomor : 414.1 I 33 I 2011 tentang Bantuan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakal Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2011. 

4. seliap lahun kami meminta data RTM pada masing-masing desa. Ada desa yang liap tabunnya 
mengalami penurunan jumlah RTM bahkan ada pula yang jumlah RTMnya bertarnbah. 
Semua ilu tergantu~g pelaku di desa dan masyarakat dalarn pemetsan kemiskinan di desanya. 
Mungkin jumlah RIM yang masih sama di Kelurahan Kotawaringin Hilir dikarenakan dari 
pihak pelaku sendiri tidak meng-update data RTM atau mungkin dari masyarakal Kelurahan 
KOlawaringin Hjlir sendiri yang tidak menginginkan adanya perubahan jumlah RTM yang 
menerima bantusn PNPM Mandiri Perdesaan. 

5. sangat dimaklumi jikn terjadi penunggakan dalam penyetoran karena yang mengajukan 
pinjamun adalah masyarakat rniskin. Untuk binya hidup sehuri~ had saia sudah susah dtlJ1 
dengan mala pccaharian yang kurang mapan. Tetapi dalam hal ini kembali lagi pada usaha 
dari pelaku di desa dalam menaggulangi masalah seperti ini. Saya mdlihat pelaku Kelurahan 
Kotawaringin Hilir ikurang aktif dalam berkoordinsai dengan ketua kelompok SPP, 
Seharnsnya itidak terjadi penunggakan jika pelaku di desa punya kreatifitas dalam 
ipenyelesaian masalah seperti ini. 

5. Struktur I. PNPM Mandiri telah ada buku panduannya yailu berupa PTO bcserta ipenjelasannya. 
birokasi Menurut saya itu sudah culeup jelas tetapi memang .dibuluhkan penjelasan lebih dari 

Fasililator Kecamatan yang memang membidangi hal terse but. Sayangnya pelatihan yang 
diadakan belum optimal bagi pelaku di des.. 

2. savn melihat untuk pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kota\varir.gin HiliT kurang 
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mampu dalam pelaksanann lugas sesuai dengan lupoksinya karen a banyak pelaku yang baru. 
Pelaku yang lama hanyalah kelUa TPK dan Tim Pemantau. sehingga membual kelua TPK 
sangal dominan dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bahkan unrok pembuatan proposal 
usulan ke£ialan ketua TPK ikut membuat padahal itu adalah tugas dari Tim Penulis Usulan. 

4. Bp. Fajar, ST 18-3-2013 I. Implementasi I. Selama saya mendampingi proses perencanaan hingga pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan 
(Fasilitalor di Kelurahan Kotawaringin Hilir, para pelakunya memang kurang .tanggap dan kurang ak1if 
Kecamatan) untuk bertanya tentang PNPM Mandiri Perdesaan. Sehingga unluk hasil pelaporan terkadang 

banyak yang kurang sesuai pengisiannya. 
2. Selama saya mendampingi pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin 

Hilir, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdes..n di Kelurahan Kola"laringin Hilir berjalan sesuai 
dengan alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di PTO. Memang saya akui lingkal 
partisipasi dari masyarakat cukup rendah. Hal ini dap'l dilihat dalarn lingkal kehadiran 
masyarakal dalam Musdes yang diadakan oleh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di lingkat 
desa. Dan untuk tahun 201 J ini, dalam penentuan usulan kegiatan cukup terlambat sehingga I 

pada saat MAD belum bisa memberikan gambaran kasar len lang jenis Ikegiatan yang akan di 
danai oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk pelaku PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2011 
saya menilai kurang aklif dalam iberbagai hal yang berk'ilan dengan PNPM Mandiri 

3. 
Perdesaan. 
Kererlambatan pelaporan hasil kegiatan di Kelurahan Kot8waringin Hilir lerjadi karena masih 
banyak pelaku yang lidak memahami PNPM Mandiri Perdesaan padahal sosialisasi lenlang 
PNPM Mandiri Perdesaan telah dilakukan pada saal MAD Sosialisasi di kecamalan 
KOlawarin£in Lama oleh oelaku di kecamaUln 

I 
2. komunikasi 

I 
I I. Menurot pendapat saya, pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir dalarn melaksanakan 

koordines; antar pelaku di desa kurang balk. Sepengetahuan saya, para pelaku di desa jarang 
mengadakan pertemuan karena biasanya dalam kegiatan musyawarah di lingkat desa saya 
diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut dan memang sudah menjadi itugas saya unutk 
mendampingi pelaku PNPM Mandiri di tingkal desa dalam pelaksanaan PNPM Mandb 
Perdesaan. Selain itu untuk berkoordinasi dengan pelaku di itingkat kecamatRn kurang 

I 

I 

. 

I 

I I 
I , 
I 

, 

I 2. 

berjalan dengan baik, karena saya menilai untuk ipelaku PNPM Mandiri Perdesaan Kelurahan 
Kotawaringin Hilir tshun :lOI) ini kurang aktif bertanya atau koordinasi dengan kami yang 
ada di kecamalan. 
Sosialisa; dan koordinesi dengan pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan 
Kotawaringin Hilir telah berjalan sesuai dengan PTO tetapi saya akui memang belum optima' 
karena menurut saya OOK pelatihan kurang mencukupi yaitu sebesar RpJ,S .000.000,- untuk 

i I I 3. 
11 pelali han wajib unluk 17 desa yang ada di Kelurahan KOlawaringin HiEr. 
Seiauh ini kami dalam mendampimd pelaku di Kelurahan Kotawaringin Hilir, para pelaku di 
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• 

II I ~ Kclurahan Kotawaringin Hilir agak lamban dalam mcnindaklanjuti teguran dari pelaku dil 
kecamatan. Kami telah memberikan kelonggaran dalam batas waktu pengumpulan laporan 
telapi kurang ditindaklanjuti dengan baik. 

I I , I 4. seharusnya dalam penyampaian infonnasi tentang PNPM Mandiri Pcrdesaan itu ditujukan 
I 

ILJ I I 

kepada seluruh masyarakal telapi karena lingkat partisipasi masyarakat Kelurahan 
Kotawaringin Hilir kurang maka akhimya poiaku di Kelurahan. Kotawaringin Hilir I 
mengatasinya dengan emmberikan undangan kepada pervvakilan masing- masing dusun untuk 
mengikuti musyawarah desa 

3. Sumber daya I I. kami mengakui bahwa lambatnya dalam penguasoan lenlang informasi PNPM mandiri 
Perdesaan di karenakan sumber daya manusia pelaku di Kelurah~n Kotawaringin Hilir belum 
mem.dai karena kebanyakan pelaku hanya berpendidikan' ;SMA bahkan ada yang 
berpendidikan SR atau setara dengan SO. 

2. kan.or/posko bagi pelaku PNPM Mandiri Perdesann kurang layak karena idealnya seiiap tim 
memiliki tempat tersendiri dalam penyimpanan berkas dan temp~(nya terlalu sempit. 

3. dalam tahun 201 I ini, sampai dengan bulan Agustus baru mengadakan 3 (tlga) kali pela.jhan 
yaitu pelatihan unluk KPMD, pelatihan administrasi dan pelatihan bagi tim pemelihara karen a 
'dana unluk pelatihan tahun 2011 lidak mencukupi jika untuk mengadakan I I (sebelas) 
pelalihan wajib dalarn PNPM Mandiri Perdesaan, maka kami hanya melakukan pelatihan yang 
dibuluhkan saja. 

4.Disposisi/sikap I. Kelurahan Kotawafingin Hilir dalam pengajuan usus Ian kegia.an sudah se,uai dengan PTO 
pelaksana yailu dengan melakukan musdes pereneanoan telapi kendalanya adalah Ibuluh waktu yang 

cukup lama karen a tingkat kehadiran masyarakat Kelurahan KOlawaringin Hilir dalam musdes 
pereneanaan eu~p rendah sehingga dilakukan imusdes ulang untuk memamnlapkan jenis 
usuian kegia,an apa yang akan diajukan dalam MAD. 

2. dari pad a semU8 kegiatan dalam tahun ini terhambat gara-gara usulan kegiatan dan desa 
belum ada lilik lerangnya, maka lebih baik TPK bersama dengan Kepala Desa yang 
menentukan usulan kegiatan yang akan diajukan pada MAD. 

3. pembagian dana BLM bagi masing~masing desa di kecamatan K018waringin Lama tetah 
sesuai dengan usulan yang diajukan dan masing-masing desa. Kegiatan pembagian dana 
BLM ini dilaksanakan dalam MAD penetapan Usulan. Setelah didapatkan dala pembagian 
dana BLM untuk masing-masing desa, Camat Kotawaringin mengeluarkan Sural Penetapan 
Camat Nomor : 414.1 / 33 / 201 I lentang Bantuan Program Nasional Pemberdayoan 
Masyarakat Keeamatan Kotawaringin Lama Tahun 2011. 

L II ~L 4. mnsyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir tidak mau dilakukan pendata:':1 ulang tentang 
pemeloan RTMp mereka menginginkan data yang sarna dengan tahun ""1. Kami selaku 
endam in ba i elaku di des! han a biss men himbau tenta" entin ya pembuatan pets I 
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sosial/kemiskinan karena dengan pembuatan peUl tersebut kami dapat melihat dan 
merencanakan kegiatan PNPM mandiri Perdesaan yang akan dilakukan supaya bisa tepat 
Sllsaran. Nnmun mllSyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir tidak mau diadakan pemetaan liap 
tshun. Biar bagaimannpun segala Ikeputusan berada di tang an masyarakat, kami ihanya 
pelaksana dan memfasilitasi saja. 

5. tlljnlln dari kegintnn SPP adnlah untuk memberikan modal kepudn mnsyarnkat miskin teMama 
kaum perempuan untuk' membuka usaha stau pengembangan usahanya. Selain itu juga 
menghindarkan masyarakat dari rentenir. Selama ini rentenir sangat dekat dengan msayarakat, 
memudahkan masyarakut teUlpi jumlah Ulgihan yang sl\llgat mencekik leher bagi masyarakat 
miskin. Dari SPP ini diharapkan pelaleu di desa mampu lebih .dekat dengan msayarakat dan 
dapat memabantu masyarakat dalam ipeningkatan hidup masyarakat miskin. Hal ini telah 
dilujang dengan syarat ipengajuan bantuan SPP sangat mudah yaitu dengan memberikan foto 
copy KTP dari masyarakat yang akan mengajukan bantuan. Penunggakan yang iteijadi di 
Kelurahan Kotawaringin Hilir saya melihat-dikarenakan pelaku di desa kurang itegas jika ada 
kelompok masyarakat yang mengajukan pinjaman yang Ikurang tertib dalam hal penyeloran 
sehingga masyarakat kurang imempedulikan teguran-teguran yang diberikan oleh pelaku di 
desa. 

5.struktur 
birokasi 

I. sebenamya ,udah adu SOP untuk UPK dan TPK. letapi masih dalam bentuk draf dan belum 
ditetapkan sehingga belurn bisa dilakukan dengan baik. Selain itujuga msaih banyak petaku di 
desu yang belum 'lnengetahui PNPM Mandiri Perdesaan. Pelalihan yang kami laleukan 
memang belum optimal karena keterbalasan dana DOK Pelatihan serta dari pihak pelaku di 
tingkat desa sendiri lingkat kehadiran dalarn pelatihan sangat rendah. Sehingga karni hanya 

I 

2. 
meiakukan pelalihan yang dibutuhkan dan yang pokok-pokok saja. 
di Keluraban KOUlwaringin Hilir belum ada pembagian tugas yang merata terlihat dalam 
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, TPK adalah pelaku yane paling dominan dalam bekeija 
sedangkan tim yang lain leurang mampu memahami tupoksi masing-masing yang sudah 
tercantum dalam PTO. 

5. I Bp. Samijan, 
(PjOK) 

18-3-2013 I I. Implementasi 1. Saya melihat untuk Kelurahan Kotawaring!n Hilir telah mengisi map 1-7 dengan culeup baik 
walaupun sering revisi. Map 1..7 terdiri daTi map 1 berisi dokumen perencanaan, map 2 berisi 
arsip..arsip dalsm pelaksanaan kegiatan, map 3 Iberisi dokumen ketenagake~aan, map 4 berisi 
dokumen bahan dan alat, map 5 berisi doleumen pertanggungjawaban dana, map 6 berisi 
dokumen pelaporan, map 7 berisi transparansi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Tetapi 
saya melihat peiaku di Keluraban Kotawaringin Hilir belum melengkapi pengisian dari 
masing-masing map yang telah ditetapkan. Bisa dikatan administrasi PNPM Mandiri 
Perdesaan Kelurahan Kotawaringin Hilir kurang baik. Selain itu Kelurahan Kotawaringin 
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Hilir lerlamhal dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanoan kegiatan, yang 
mengakibatkan kelerlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, yang sehnrusnya bulan Agustus ini 

2. 

3. 

sudah selesai kegiatan sampai 100%, inamun Kelurahan Kotawaringin HiltI' belum 
meneairkan dana BLM tahap 111. 
Dalnm hal pemilihan person ii, pengajuan usulan kcgialan, pcngadu.an bllfang dalam 
pelaksanaan kegiatan telah berjalan ,"suai dengan aluran yang ada pada PTO PNPM Mandiri 
Perdcsaan. Namun, dalam hal pelaporan dan ipcngajuan usulan sert8 penllITlpungan gagasan· 
gagasan dad masyarakat .cukup lama karena seIsin masyarakat Kclurahan KOl8waringin HiliI' 
yang kebanyakan ibekerja sebagai buruh, dari pihak pelaku di lingkal desa kurang aktif dalam 
pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesann terutama KPMD kurang membaur dengan masyrakut 
sehingga gagasan-gagasan dari mtlSyarakat kurang digali dengan baik 
Tahun ini Kelurahan Kotawaringin HiliI' administrnsinyB kurang baik terutamll dalam h"il 
pelapor,", hasil kegiallln PNPM Mandiri Perdesaan. Pelaku Kelurahan KOlllwaringin Hilir 
sering terlambat dalam membu8t laporan kegiatan kepada UPK kecamatan KOlawaringin 

4. 

Lama. Hal ini dikarenakan pelakunya banyak yang baru sehingga mungkin belum begilu 
memahami PNPM Mandiri Perdesoan. 
Menurut saya kegiatan PNPM Mandiri Perdesoan di Kelurahan Kotawaringin Hilir sudah 
eukup tepat sasaran karena usulan kegiatan yang diajukan oleh pelaku di Kelurahan 
KOlawaringin Hilir merupakan hasil dari gag"""n dari masyarakat dan untuk kegiatan spr 
sangat mcmbantu ~gi masyarakat miskin dalam peningkatan iusaha Btau membantu dalsm 
kelangsungan hidup masyamkal mi'kin Kelumhan Kotawaringin Hilir. Tetapi pelaku PNPM 
Mandiri Perdesaan tahun 2011 di Kelumhan Kotawaringin Hilir kurang bisa beke~a dengan 
baik terutarna KPMD. KPMD saya nilai lamban dalam bekerja sehingg. dalam penggalian 
gagasan dari maSyamkat butuh waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan tingkat kehadiran 
masyarakat sangat rendah dalam kegiatan musyawarah selain itu juga KPMD Kelurahan 
Kotawarinein Hilir kurang aktif alllu membaur dalam masyarakat 

2. komunikasi I. Saya sering menghimbau kepada pelaksana di de...ntuk 'ering bertanya Ikepada fasililator 
kecamatan, jangan hanya mengandalkan fllSilillltor dalang meninjau ke desa. Hal ini dilakukan 
agar Kelurahan KotBwaringin Hilir tidak ketinggalan informasi lentang PNPM Mandiri 
Pcnksa.an. Kurangnya koordinasi ini iterlihat pada tshun ini saja KeluTahan KotBwaringin 
Hilir belum mencairkan dalaBLM lahap III karena keterlambatan pelapo",". Takutnya dengan 
adanya kejodian ini, Kelurahan Kotawaringin Hilir tidak biss ikut kompelisi tingbt 
keeamatan dalam hal usulan ikegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan yang lebih parahnya lagi 
Kelurahan Kotawaringin Hilir bi,a lidak mendapalkan bantuan dana BLM untuk kegiatan 
PNPM Mandiri Perdesaan tahun berikutnya karena kelerlambatan administrasi PNPM Mandiri 
Perdesaan. 
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U
,
 

3. Sumber daya 
-

4.Disposisilsikap 
pelaksana 

I 
. 

I 

2. ;Scbcnomya infonnnsi IcnlW1g PNPM Mandiri Perdesnan sudoh clIkup jelns dituangkan dolam I 
Pedomon Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaon. Namun, lerkadang dari pelaksana 
desa sendiri malas untuk membaca dan memahami sendiri. Mereka harus dibimbing oleh 
Fasilitator Kecamatan dalam pemahamW1 PTO PNPM MW1diri Perdesaan. 

3.	 Pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan di KelurohW1 Kotawaringin Hilir selalu menerima 
iperingatan-peringatan dari Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) berupa teguran dan peringatan 
akan kewajibannya kepada UPK yaitu memberikan laporW1 bulanan, semesteran, tahunan serta 
setoran simpW1 pinjam perempuan (SPP) kepada pelaksana di kecamatan. Karena lemohnya 
payung hukum dalam PNPM rnW1diri Perdesaon maka terkadW1g leguran dW1 peringalW1 
sering kali diabaikan oleh pelaksana di desa. Ketidakadaan sW1kSi yW1g jelns bagi pelW1ggar 
menyebabkan hal ini menjadi suatu hambatan dalam konsisten'i pelaksW1aan PNPM mandiri 
perdesaan di Kelurahan Kot8v..'sringin Hilir. Kami hanya bisa memberikan sanks; lokal yang 
lelah disepakali dalam MAD, itupun kadang ilidak dipatuhi oleh pelaku di desa. 

4.	 Saya menilai tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Kotawaringin Hilir cukup rendah 
karena dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat Ke1urohan Kotawaringin Hilir cukup rendoh 
dalam musyawarah desa yang dilakukW1 oleh pelaku PNPM Mandiri PerdesaW1 di Ke1urahW1 
Kotawaringin Hilir. 

-J.	 seeara keseluruhan .untuk tingkat desa sumber daya yang dimiliki kurang memadai, walaupun 
lebih bonyak pelak~ di desa yang berpendidikan lulusan ;SMA daripada sariana, tetapi masih 
ada yang berpendid dkon SR atau setara dengan SD yaitu untuk tim pemantau.

0 
2. saya melihat untuk kelayakan sebuoh kantor bagi pelaleu PNPM Mandiri Perdesaon di 

Kelurahan Kotay<aringln Hilir ltu belum layak karena hW1ya dengW1 I (satu) ruangW1 saja 
umuk bekerja 5'(Iir'na) tim pelaleu PNPM MW1diri Perdesaan yaitu KPMD, TPK, TPU, Tim 
Pemeliharaan, dan Tim Pemantau. 

3.	 cara peningkatW1 kinerja para pelaku PNPM MW1diri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin 
Hilir yailu dengan diadakannya pelatihan-pelatihan bagi para pelaku di desa tentang PNPM 
Mandiri Perdesaan. Diasanya kami lakukan bcrsama Fasilitator Kccornalan, "amun yang hadir 
hanya sebagian saja dari para ipelaleu PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin 

,Hilir 
J.	 kegiatan musyawarah desa yang dilaksnaknn oleh pelnku di Kelurahan Kotawaringin Hilir 

kurang berjalW1 dengan baik. Kendalanya adalah banyak ntasyarakat yang itidak hadir dalam 
rnusyawarah desa tersebut sehingga perlu. dilakukan musyawarah lagi untuk memantapkan 
usulan kegia!an apa saja yang akan diusulkan. 

2.	 atas kebijakan saya kegialan musyawarah desa yang sedikit dihadiri oleh masyarakat 
Kelurahan Kotawaringin Hilir, maka saya menyarankan agar penentu dalnm ipenentuan 
usulon keRialan dari desa aRar ditangani oleth TPK saja karena jika menunggu untuk mufakat 

I 

I 

I 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41633.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14 

I 

. 

5.Struktur 
birokasi 

dan	 sampai melakukan musdes ulang itu sangat lama dan akhimya akan menghamhat 
pekcrjaan Ibagi pelaku PNPM Mandiri Perde$88n di Kelurahan Kotawaringin Hilir. 

3.	 Penerimaan dana BLM untuk Kelurahan Kotawaringin Hilir sudah sesuai dengan usulae:. 
Alhamdulilab kecamatan Kotawaringin Lama mendapatkan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,­
yang bis8 mcmbiayai semua usuhin yang diajukan oleh tiap. tiap desa. 

4.	 mas)'arakat Keturahan Kotawaringin Hilir tidak mall diadakan pendataan ulang tentang RTM 
karena mcreka menganggap data yang suda hada dari tabun 2009 imerupakan data yang sudab 
sesuai dengan keadaan yang sebenamya dan dianggap adil jika membagikan banruan PNPM 
Mandiri Perdesaan dengan menggunakan data tersebut. 

5.	 Tunggakan yang lerjadi di Kelurahan Kotawaringin Hilir dikarenakan sikap pelaku di desa 
yang kurang tegas dalam menanggapi masyarakat yang kurang t"rtib dalarn ipenyetoran SPP. 
Kami hanya bisa memberikan teguran bagi masyarakat yang belum bisa tertib dalam : 
neilinasan SPP karena tidnk ada sanksi yangjelas dan tegas tentang permasalab tersebut. 

I.	 Oi kecamatan Kotawaringin Lama tidak ada Standar Operating Prosedurs (SOP) yang! 
mendukung PNPM Mandiri Perdesaan. Kami hanya berpatokan pada PTO dan penjeiasannya. 
Saya merasa memang kurang jika hanya PTO saja karena jpelaku di desa lerkadang malas 
untuk membaca PTO tersebut. 

2.	 menurut saya pembagian tanggung jawab para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan 
Kotawaringin Hilir masih kurang optimal karena saya melihat jbahwa yang sibuk dalam 
pelaksanaan PNPrJMandiri Perdesaan di Kelurahan Kotawaringin Hilir hanya TPK sajR, tim 
yang lain tidak sesibuk TPK. Memang sudab ada pembagian tugasnya masing-masing telapi 
menurut saya kurang adanyn koordinasi antar para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di 
Kelurahan Kotawaringin Hilir 

I 

I 
I 

i 
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BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 

NOMOR: ;lJl TAHUN 2011
 

TENTANG
 

PENETAPAN BADAN,KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD), BADAN PENGAWAS UNIT
 

PENGELOLA KEUNGAN (BP UPK), TIM VERIFIKASI PERGULIRAN, TIM PENYEHATAN
 

PINJAMAN. TIM PELATIH MASYARAKAT DAN TIM PELAKSANA PELAT1HAN
 

MASYARAKAT KECAMATAN LOKASI PNPM MANDIRI PERDESAAN
 

DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 

BUPATI KOTAWARINGIN'BARAT
 

Menimbang 3.	 bohw3 d3!am rangka Pemeliharaan dan Pelestarian hasil hasi 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaar 

(PNPM MPd) perlu ada kelembagaan yang berlugas untul 

melaksanakan pemeliharaan dan pelestarian; 

b.	 bahwa untuk kesinambungan dan kelancarall huruf a tersebu 

diatas, perlu menetapkan kelembagaan Program Nasioni' 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupatel 

Kot8\Varingin Bar3t; 

C.	 bahwa untuk menetapkan kelembagaan lersebul dialas, peril 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Sara!. 

Mengingat	 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang 

Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daeral 

Tingkat \I di Kalimatan (Lembaran Negara republik Indonesia tahu 

1953 Nomer 9)sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara repub!i 

Indonesia tahun1959 Nomor 72, lambahan 72, Tambahan Negar 

republik Indonesia Nomor 1820); 

2.	 Undang-undang Nomer.
( 

25 Tahun 2004 tentang Sist",' 

Perencanaan Pembangunan Nasional ( lembaran negara Republi 

Indonesia Tahun 2004 Nomer 104, tambahan lembaran Negar 
D ................I:L.. 1..... ...1 .............. : ..... , ..... ..- ...... AA"., ,.
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Memperhatikari 

Menetapkan 

PERTAMA
 

3.	 Undang-undang NOiT:8r 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah ( LetnL :;an Negara Republik Indonesia tahun 2004 

Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagai mana di ubah terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 12 tahun2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undong Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah ( lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 

4. Peratu[an Pemerin{ah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahar1; 

6. Sural Menteri Dalam	 Negeri RI No : 414.2/3717/PMO tanggal 5 

November 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM 

Mandiri Perdesaan; 

7.	 Surat Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri No: 414.2/3837/PMD 

tanggsl 16 Agustus 2010 tentang Panduan Penge/olaan Pelatihan 

Masyarakat; 

1.	 Anggaran Oesar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD/ART) Badan 

Kerjasama Antar Desa masing masing Kecamatan 

2.	 Standar dan Opersional Prosedur ( SOP ) Badan Pengawas UPK 

• masing masing Kecamalan 

3.	 Standar dan Opersiona! Prosedur ( SOP) Tim Veriikasi Perguliran 

masing masing Kecamatan 

4.	 Standar dan Opersional Prosedur ( SOP ) Tim Penyehatan 

Pinjaman masing masing Kecamatan 

5.	 HasH Kepulusan Musyawarah Antar Oesa (MAD) di masing masing 

Kecamatan. 

MEMUTUSKAN 

Keputusan Supati Kotawaringin Baral lenlang Penetapan Badan. 

Kerjasama Anlar Desa (Bkad), Badan Pengawas Unit Pengelola 

Keungan (BP UPK), Tim Verifikasi Perguliran, Tim Penyehatan Pinjaman, 

Tim Pelatih Masyarakat, Tim Pelaksana Pelatihan Masyarakat 

Kecamalan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kaburaten Kotawaringin 

Baral 

Menetapkan Nama-Nama pada Lembaga Badan Kerjasama Anlar Desa 

(BKAD), Badan Pengawas Unit Penge/ola Keungan (BP UPK), Tim 

Verifikasi Perguliran (TV Pc Jliran), Tim Penyehaten Pinjaman, Tim 

Pelatih Masyarakat, Tim rsana Pelalihan Masyarakat Kecamatan 
l.oka.si PNPM fJi.andiri pPrf -~::ln rli l(~hrlf"'l~ft'>,..." v,...., ...... ,,, .... ~~ ..... -:- n • 
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KEDUA	 Kelembagaan sebagaiman8 Diktum PertamJ nl~".~u',yai tugas dan 

tanggungjawab adalah sebagai berikut • 

1.	 Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) mempunyai Tugas dan 

Tanggungjawab memimpin musyawarah anlar desa dan musyawarah 

. lain yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan program dan 

memfasilitasi kegiatan yang bersifal strategis perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi kegiatan. 

2.' Badan PengawasUnit Pengelola Keungan (BP UPK) mempunyaiTugas 

dan Tanggungjawab melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan 

pengelolaan UPK serta melaporkan hasilnya dengan membuat Berila 

Acara Pengawasan kepada pengurus BKAD dan disampaikan pada 

Forum MAD- sekurang-kurangnya 3 ( tiga ) bulan sekali 

3.	 Tim Verifikasi Perguliran mempunyai tugas dan tanggungjawab 

melakukan verifikasi administratif dan lapangan terhadap semua 

proposal usulan perguliran, kelompok pengusul, calon peminjam 

dengan menggunakan format yang telah disiapkan sesuai standar 

yang berJaku dan melaporkan secara tertulis melalui Berita Acara 

Verifikasi kepada Tim Pen1anaan atau BKAD melalui Ketua UPK. 

4.	 Tim Penyehatan Pinjaman mempunyai tugas dan tanggungjawab 

mengidentifikasi dan mengelompokkan masalah tunggakan kelompo 

dan atau penyelewengan dana oleh anggota atau pengurus kelompok, 

melakukan tindak lanjut dan mencarikan solusl alas masalah 

tunggakan dan alau penyelewengan dana. mengawasi dan memantau 

atas tindak lanjut yang sudah disepakati antar Tim dan Subyek 

Masalah ( Pelaku ), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya 

kepada Pengurus BKAD, melakukan pemanggilan atas pelaku 

masalah, baik kelompok, anggota kelompok atau oknum yang menjadi 

pelaku masalah serta mengambil langkah hukum yang diperlukan. 

5.	 Tim Pelatih Masyarakat mempunyai tugas dan langgungjawab 

menentukan tujuan, sasaran dan peserta pelatihan, menyusun. 

matrik kuriku!um, menyitipkan modulo mater!, perangkat iUllak 

keperluan pelatihan, memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dan 

menyampaikan materi sebagai narasumber pelatihan serta 

melakukan evaluasi terhadap jalannya pelatihan apakah sesuai 

dengan sasaran pelatihan atau tidak • 

6.	 Tim Pelaksana Pela\ihan Masyarakat mempunyai tugas dan 

tanggungjawab menyusun proposai untuk setiap kegiatan yang akan 

dilaksanakan yang memuat rancangan keg:atan seperti materi dan 

jadwal pelatihan" dan rincian anggaran biaya. menyiapkan sarana 

akomodasi, Konsumsi dan Kelenqkapan admiilistrasi opl:'llih:'ln 
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KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

Dalam melaks~m~l\i]f1 tUg8S dDn langgungjawabnyil harus berpedoman 

pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mar,diri Perdesaan dan 

penjelasannya, Anggaran Oasar dan Anggaran Rumah Tangga serta 

Standar dan Opersional Prosedur ( SOP) masing-masing. 

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini 

dibebankan pada dana kelembagaan BKAD dan atau dana kegiatan di 

masing masing UPK kecamatan sesuai dengan kemampuannya. 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2011 sampai dengan 31 

Maret 2014. dan apabila dikemudian hari terdapal kekeliruan, akan 

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya 

DITETAPKAN 01 PANGKALAN BUN. 

PADA TANGGAL Dt. APRIL 2011. 

Plh. BUPATI KOJ'cAWARINGIN BARAT 

MUCHTAR 

Tembusan disampaikan kepada Y~h : 
1.	 Gubernur Kalimantan Tengah 

up. Kepala BPM Provo Kalteng 
di - Palangka Raya. 

2	 Inspektur Kab. Ktw. Barat 
di - Pangkalan Bun. 

3.	 Camat se- Kotawaringin Bara!. 
4.	 Fasilitator Kabupaten PNPM-MP Kab 

Ktw. Barat di - Pangkalan Bun. 
5.	 Masing - masing yang bersangkutan. 
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Lamp;,ran 11\ : Kepu\usan Bupati Ko\awaringin Baral. 
Nomor ;to Tahun 2011 
Tanggal j. April 2011 
Ten\ang PENETAPAN BAOAN KERJASAMA ANTAR DESA (BI"':'O), 

BAOAN PENGAWAS UNIT PENGELOLA KEUNGAN (BP UPK), 
TIM VERIFIKASI PERGULIRAN, TIM PENYEHATAN PINJAMAN, 
TIM PELATIH MASYARAKAT, TIM PELAV,SANA PELATIHAN 
MASYARAKAT KECAMATAN LOICASI PNPM MANDIRI 
PEROESAAN 01 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

OAFTAR PENGURUS
 

TIM VERIFIKASI PERGULIRAN KECAMATAN LOKASI PNPM MANOIRI PERDESAAN
 

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.
 

No Kecama\an Nama Jaba\an/Pengurus,Lembaga I 

Musyawir Ke\ua Tim Verifikasi Perguliran 

1. Ko\awaringin Lama Kurnia Sekretaris Tim Verifikasi Perguliran 

Fuadi Anggota Tim Verifikasi Perguliran 

Siti Mufadilah Ketua Tim Verifikasi Perguliran 

2. Aru\ Selatan Supriyani 
~ 

Sekretaris Tim Verifikasi Perguliran 

" 
Siti Nur Asni An'ggo\a Tim Verifikasi Perguiran 

Nungky Anwar Ketua Tim Verifikasi Perguliran 

3 Arut U\ara Karsinah I Sekre\aris Tim Verifikasi Perguliran 
" 

1 Mastinasari Anggo\a Tim Verifikasi Perguiran 

H. Abdurrohim Ketua Tim Verifikasi Perguliran 

4, Kumai Murimin Sekretaris Tim Verifikasi Perguliran 

Sili Hamidah Anggota Tim Verifikasi Perguiran I 

Owi Humi Sundari Ke\ua Tim Verifikasi Perguliran 

5. Pangkalan lada Muryati Sekretaris Tim Verifikasi Perguliran I 

H- Rahmad A, Wibawanto 

I Dewi Purwati 

Anggota Tim Verifikasi pergUi~ 

Ketua Tim Verifikasi PerQuliran 
- I 

16. I P"9k,[" B"t,,,, r"'mm .~_---t~kre\anSTim Venfikasl pergUlira~ 
L~ Si\i Filiani ~golCl Tim Verifikasi Pcrguiran ~ 

nJ:Ail\17mlNGIN BARAT 

II("UT(\[")" 
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BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR: ;l'i TAHUN 2011 

TENTANG 

PENETAPAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
 
SEBAGAI PENGELOLA DANA BANTUAN lANGSUNG MASYARAKAT (BlM)
 

KECAMATAN lOKASI PNPM MANDIRI PERDESAAN
 
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 

Menimbang : a	 bahwa daJam rangka upaya kelancaran pelaksanaan kegiatan 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri­
Perdesaan dan bantuan kepada masyarakat di Kecamatan masing­
masing penerima dana Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ); 

b.	 bahwa untuk kelancaran proses keuangan di Kecamatan da/am 
Program Naslonal Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri­
Perdesaan tersebut diperlukan Unit Pengelola Kegiatan ( UPK ); 

c.	 bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, 
pembentukan Unit Pengelola Kegiatan ( UPK ) Kecamatan Program 
Nasional Perberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri-Perdesaan 
Tahun 2011 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
Kotawaringin Bara!. 

Mengingat 1.	 Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan. 

2	 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. 

3	 Undang-Undang Nemer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

4	 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Perangkat 

Daerah. 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemeilntah dan Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pefl'rerintah	 Daorab \<ablloatpn/Kot'? 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

PERTAMA 

KEDUA
 

KETIGA
 

6.	 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan 

Penanggulangan Kemiskinan. 

7.	 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 

2000 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomnr 
29 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

1.	 Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama 

Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.21 3717 IPMD tanggal 5 
Nopember 2008 perihal Petunjuk Teknis Operasiona\ PNPM 
Mandiri Perdesaan. 

2.	 SWat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan [jesa an. Mendagri 
Nomor : 414.21615/PMD tanggal 4 Pebruari 2011 perihal Petunjuk 
Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM 
Mandiri Perdesaan TA 2011. 

MEMUTUSKAN 

Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola Dana 
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Mandiri Perdesaan : (a) BLM 
Dana Kegiatan; (b) BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) 
Perencanaan; (e) BLM Dana Operasional Kegiatan (OOK) Pelatihan 

Masyarakat; dan Dana Operasional Kegiatan Ruang Belajar 

Masyarakat (DOK RBM) 

Tugas - tugas UPK dalam kaitannya sebagai pengelola BLM adalah 
sebagai berikut : 

a	 Melakukan pembukaan rekening dengan spesimen ketua dan 

seluruh fasilitator kecamatan yang bertugas 

b.	 Membuat administrasi dan pelaporan dana BLM. 

c	 Membuat laporan pertanggungjawaban seeara berkala kepada 
masyarakal. 

Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), sebagaimana tertera 
dalam lampiran Surat Keputusan ini. 

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan inl 
dibebankan pada Dana Operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 
masing-masing Kecamatan 
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rn':AWARINGIN BARAT 

KEEMPAT	 Keputusan inl berlaKU sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian 

han terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana 

mestlnya. 

DITETAPKAN 01 : PANGKALAN BUN. 

PAOA TANGGAL: I MARET 2011. 

Plh. BUPATI 

Tembusan disampaikan kepada Yth : 
. 1.	 Gubernur Kalimantan Tengah 

up. Kepala BPM Pray. Kalteng 

di - Palangka Raya. 

2.	 Kepala KPPN Pangkalan Bun
 

di - Pangkalan Bun.
 

3.	 Inspektur Kab. Ktw. Barat
 

di - Pangkalan Bun.
 

4.	 Kepala OPKO Kab. Ktw. Barat
 

di - Pangkalan Bun.
 
5.	 Camat se- Kotawaringin Barat. 

6.	 Kaardinator Fasilitator Kabupaten PNPM­
MP Kab I\tw. Barat di - Pangkalan Bun. 

7.	 Masing - masing yang bersangkutan. 
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........ '1"'" ..... " .,...... - ............ ....... t-'au .\.....~......... ".::I'" LJ'Q,a.
 

Nomor ;l.~ Tahun2011.
 
Tanggal 1- Maret 2011
 
Tentang Penetapan Unff PengeJola Kegiatan (UPK)
 

sebagai Pengelola Dana Bantuan 
Langsung Masyarakat (BLM) PNPM - Mandin Per~esaan 

r----.- . 

ALOKASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)
I - ­

LOKASI UPK Nt,MA PENGURUS UPK DANA DOK PERENC DOK PELMAS DOKPELMAS 
DOKRBM 

OOK RBM TA.LANJUTAN LANJUTAN
KEGIATAN IAPBN) (APBN) TA. 2011 (APBN) 2011IAPBN) 

JUMLAH 
(APBN) 

---~------ 32 4 S 6 7 8 9 --_. 
IKetua : Lis Purwanti 

1"',ecamatar. I\.ota'/'rcringln Ldml' Sekret::lrls Fuaol 450.000.000 63500000 75.995 000 110760 000 700.255 rJ 

Bendahara 'Supardi 

Ketua · Supriyanl 
-~-_._-

Kecamatan Arut Se1atan Sekrelans · Ambar Prasetyowati 450. 000 000 63500000 84.125 000 122 820.000 300000000 300.000.000 1.32044')(' 

Bendahara · Riza Kurniawati 
, 

--. 
Ketuij · Sltl Harnidah 

_. 

Kecamatan KUrrlal Sekre1,ms : R u s d, 450.000 000 63500.000 75995.000 110760.000 700 )~S Ii, 

Bendahara : Ratna Ariyant'ka - · Mastlna Sari 
-_.'-

Ketua 

Kecamatan Arut Utara Sekr~tarls . 450.000 000 58500000 41180 000 74580.000 624 ~'GO :' 

Bendahara : lsa Anugrah P Dayan 

Ketlla : Rahmadi Ar; W 
.. 

Kecarnatan Pangkalan Lada Sekretaris : Maya Sukmawaf' 1500 000000 53506.000 41180.000 64.800.000 1659 4S" :. 

Bendahara : Yekti Andaniwarih 

Kellia : Sukadi 
--_.-

Kecarnatan Pangkalan Banteng Sekretaris · Siti Filiani 1500.000.000 53'SOO.000 41180.000 64.800.000 1,659 48D (_"' 

Bendahara · Sarb,ah 
", -

TOTAL 4.800,000.000 356.000.000 359.655.000 548.520.000 300.000.000 300.000.000 6.664_175.(j' 
.. 

r ,.'. 

PANGKALAN BUN 
MARET 2011 

'ARlNGIN BARAT 

10 
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PE' lERINTAH KABUPATEN KGT.- WARINGIN BARAT 

(ECAMATAN KOTAWP.:1INGIN LAMA 
JL. Ampi Km. 01 Telp. (0532)2072.2C 11 Kode Pas 74161 

KEPUTUSAN CAMAT KOTAWARINGIN LAMA 
NOMOR: 414.2/ 03 IPMO 

TENTANG
 

PENUNJUKAN TIM VERIFIKASI (TV)
 
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
 

(pNPM-MPd)
 
KECA;',IATAN KOTAWARINGIN LAMA TAHVN ANGGARAN 2011
 

CAMAT KOTAWARINGIN LAMA
 
...-: 

~. 
- Memhaca : I. Pelunjuk pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakal Mandi,; Perdesaan. 

2.	 Surat Keputusan Kepala Badan PemberdaF.,n Masyarakal dan Desa Kabupaten 
~ 

Kotawaringin Barat Nomor: 15 Tahun 20: 0; Icntang Penelapan Saluan Kerja 

Perangkal Pengelola Keuangan Dana Urne., Bersama Pada Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakal Mandiri Perdc" ..m ( PNPM ) Mandiri Perdesaan 

Kabupalen KOlawaringin Baral Tahun 2010. 

Menimhaog :	 I. l3ahwa untuk kelancaran pengelolaan kegiai 1 Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-M!'~) Kecamalan Kotawaringin Lama 

Tahun 2010, maka perlu dibentuk Tim VeriliLasi (TV). 

2.	 '3ahwa unluk menunjuk Tim Verifikasi ( TV ) perlu diletapkan dengan Sural 

;Zeputusan Carnal Kotawaringin Lama.
 

Mengingat ; I. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintall Daerah.
 

2.	 Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan 

instansi Vertikal di Daerah. 

3.	 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nornor 05 Tahun 1993 Tentang 

Penanggulangan Kemiskinan. 

4.	 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 362 Tahun 2000 Tentang Pola 

Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah. 

Memperhatiluln:	 i. Kebutuhan Tim Verifikasi (TV). 

~ i fasil Pembentukan Tim Verifikasi tanggal 10 Januari 20 II di Kantor Kecamatan 

<otawaringin Lama. 
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MEMUTUSKAN
 

MENETAAN : 

PERTAM.\ Surat Penetapan Camat Kotawaringin Lama Tentang Tim Verifikasi ( TV ) 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (pNPM-MPd) 

Kecamatan Kotawaringin Lama, pada lampiran keputusan ini. 

KEDUA Tugas dan Fungsi Tim Verifikasi (TV) sebagaimana tercantum dalam Petunjuk 

Teknis Operasional serta petunjuk lain yang berkaitan dengan pelaksanaan 

Program NasionaI Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). 

KETIGA Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana 

Operasional Kegiatan (DOK ) PNPM-MPd Kecamatan Kotawaringin Lama serta 

swadaya dan bantuan lain yang tidak mengikat. 

Surat Keputusan ini berlaku selama Tim Verifikasi melaksanakan tugas sejak 

tanggal ditetapkan hingga pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Penetapan 

Usulan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan 

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

DITETAPKAN DI KOTAWARINGIN 

PADA TAt"lGGAL 19 JANUARI 2011 

CAMAT KOTAWARlNGIN LAMA 

Drs. T. ALlSYAHBANA. 
NIP. 19680730 1989111 001 

Tembusan ~epada yth: 

I.	 Bupali kotawaringin Barat 

Cq. Til: Koordinasi PNPM-MPd 

2.	 Fasilila,,'r Kab. Ktw Barat 

3.	 Fasilita:,'( Kec. Ktw Lama 

4.	 Semu' :~epala Desa Se - Kec. Ktw Lama 

5.	 Masing-masing yang bersangk'Utan. 
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Lampiran	 Surat Keputusan Camat Kotawaringin Lama 

Nomor : 414.21 03 IPMD 

Tanggal : 19 Jamlari 2011 

No Nama LIP Jabatan Bidang Keahlian 

1. H.NAPIS 
, 

L Ketua KESEHATAN 

2. HANSFKAMIN L Sekretaris BANGUNAN 

3. CUMBIE L Anggota PENDIDIKAN 

4. SUPATUR L Anggota ' EKONOMI 

- s. RAHMILIA P 
I 

Anggota BANGUNAN 

Ct\,MAT·KOTAWARINGIN LAMA
.' , 

Drs. T. ALISYAHB i.
 
NIP. 19680730 1989111 001
 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41633.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



. ­
\ 

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYMN MASYARAKAT (PNPM-INTEGRASlj
 

KELURAHAN KOTAWARINGIN HILIR
 

KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 

BERITA ACARA
 
MUSYAWARAH DESA PERTANGGUNGJAWABAN TAHAP I
 
PNPM INTEGRASI KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA
 

TAHUN 2011
 

jlatam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM-Integrasi ) Kelurahan 

Kotawaringin Hilir Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan 

Tengah tahun 2011, maka pada : 

Hari I Tanggal : Sen!n, 21 Nopember 2011 

Waktu : Pukul 08.00 WIB sid 10.00 WIB 

Tempat : Aula Posyandu Kelurahan Kotawaringin Hilir 
~ 

Telah diadakan Musyawarah Desa ( MD ) Pertanggungjawaban Tahap r Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat ( PNPM-Integrasi ) yang dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat yang berjumlah orang, 

( dattar hadlr terlamplr J 

A. Materl: 

1. Penyampaian Laporan Pekerjaan eleh TPK 

2. Penyampaian Pertanggungjawaban Penggunaan Dana eleh TPK 

3. Evaluasi KinerJa TPK 

4. rviembahCii n::ncana pekerjaan tahap berikutnya. 

B. Pimpinan dan Nara Sumber 

1. Pimpinan Musyawarah MUSYAVvlR 

2. Sekretaris NURHAYATI 

3. Nara Sumbcr 1. LlA SUSANTI Dari FK/FT 

2. NENENG I. KURNIA, SSTP Dar; KeJ. Ktw.Hilir 

Dar! Musyawarah Pertanggungjawaban tersebut, maka hasil yang menjadi keputusan adalah sebaga! 

berikut: 

1. Dilerimanya husl! peke,}aan TPK eleh masyarakat 

2. Diterimanya laporan penggunaan dana TPK eteh masyarakat 
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Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

Kotawaringin, 21 Nopember 2011 

Pimpinan Musyawarah Sekretaris Musyawarah 

~
 
, ~ 

NURHAYATI 

-""'==""'eng tahui, 

'1iji1.1:tlTi~.~~~, waringin Hilir 

Menyetujul : Wakil Masyarakat : 
~~ 

1. Gusti Hidayatullah Alamat: RT.02 Kel.Ktw.Hilir Tanda Tangan rJ2. . 
2. Endang Fitri P. Alamat : RT.OS Ke:.Ktw.Hilir Tanda Tangan 1fJ:Y.f.. : . 

~ 3. Said Saripudin Alamat : RT.04 Kel.Ktw.Hilir Tanda Tangan .. 
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PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN
 
SURAT PER.JANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB)
 

Nomor : 036 I UPK - KOLAM/PNPM-MP/v/) 2011 
Tanggal ...... Tahun 2011 

Yang bertanda tangan di bawah in; kami : 

L	 Nama LIS PURWANTI 
Jabalan Kelua Unit Penge/ola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat-Mandiri Perdesaan, Kecamalan Kotawaringin Lama. Kabupaten K0lawaringin 
Barat Provinsi Kalimantan Tengah 
Berdasarkan Musyawarah Antar Desa Tanggal 09 Agustus 2011 ,bertindak atas nama 
Forum. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. 

II.	 Nama M USYAWIR 
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Program nasional Pemberdayaan masyarakat ­
mandiri Perdesaan, Kel. Ktw. Hilir, Kecamatan KOlawaringin Lama,Kabupaten 
Kotawaringin Barat 
Berdasarkan Musyawarh Desa yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2011 di tunjuk 
sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan PNPM-MP, 
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. 

Dengan ini menyepakatj hal-hal sebagai berikut : 

(25)	 Pihak Pertama, menyetujui pembayaran dana Bantuan Program Pengembangan 
Kecamatan kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 46.904.500,- ( Empat Puluh EDam Juta 
ScmbilaD Ratus Empat Ribu Lima Ratus Rupiah ). 

(26)	 Dana ini disetujui untuk membiayai kegiatan bcrikut : 

(a) Nama Kegiatan : Simpan Pinjam Perempuan 
Jumlah Dana : Rp ( dCDgan huruf) 
Jasa Pinjaman : % Pertahun 
Si fat l3anluan : Pinjaman 

(b)	 Nama Kegiatan : Kesehatan 
Jumlah Dana : Rp ( dcngan hLlmf) 
Sifat Bantuan : Bantuan Lepas 

(e)	 Nama Kegiatan : Pendjdikan 
JUIl11ah Dana : Rp ( dcngan hurLlf) 
Sifat Bantuan : Ilantuan Lepas 

(d)	 Nama Kegiatan : Pembangunan Sarana I Prasarana 
.Iumlah Dana : Rp. 44.558.500,- ( Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus 

Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah ). 
Sifat Bantuan : llantuan Lepas 

\VakIli Pcnyclesaian	 : 90 Hari ( Sembi Ian PLlILlh Lima Han ) Sejak Pcncairan 
Tahar I Ke desa 
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(Ill)	 I~jaya adminislrasi dan operasiona! UP" schcs"r RI" 931l.000,- ( SClIIlJil~n Ralus 
Tiga I'uluh Dclapao Ribu Rupiah ). 

(n)	 13iaya administrasi dan operasional TPK scbesar Rp. 1.408.000,- ( Satu Juta 
Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah ). 

(27) Pihak Kcdua scpakal dan bcrjanji akan mcngcmbalikan dana Banluan yang bcrsifat 
Pinjaman kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam jangka waktu bulan 
terhitung sejak penyerahan dana kepada Pihak Kedua oleh Pihak Pertama. Pengembalian 
oleh Pihak Kedua disertai jasa pinjaman scbesar ..... % per tahun. Jumlah keseluruhan 
dana yang harus dikcmbalikan Pihak Kedua sampai sclesai jangka waktu pinjaman 
adalah Rp (.dengan huruf ).Dalam hal Pihak Kedua lidak dapal memenuhi 
kcwajibannya. kesempalan Pihak Kedua unluk mcndapalkan dana Bantuan PNPM-MPd 
di masa yang akan datang akao hilang. 

(28) Pihak	 Kedua sepakat dan bcrjanji akan mcmelihara prasarana dan sarana melalui 
swadaya masyarakat dengan sebaik·baiknya. 

(29) Pihak Kedua akan	 menyerahkan dana kepada kelompok masyarakat sesuai dengan 
usulan yang diajukan dan disepakati dalam Musyawarah Antar Desa. Alas penyerahan 
dana tersebut harus dibuat Berita Acara serah Terima / Tanda Terima. 

(30) Pihak Pertarna wajib menyebarluaskan SPPB ini melalui papan pengumuman paling 
sedikit di tiga tempat umurn di desa. Rincian teknisnya akan diatur kemudian dalam 
Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP. 

Pihak Kedua 
Kelua TPK 

Kel. Kotawaringin Hilir 

(/~ 
M"lTs" YAW I R 

Mengetahui : 

PjOK Lurah KOlawaringin Hilir 
~eg~~.fil1lA!3I~~aringin Lama 

l_ 
1 OOh	 \11' S Y A IZ 

';.:..--=--_.::::'U~r·'1 ".
" . 

" 
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20 20 K- " Rn 

'" 13 Keno I. Rn 
75 75 sa, Ib Rn 
15 IS Kubik " Ro 

300 300 lem"" Ib Rn 
5 5 Kn " Rn 

10 10 Kn Ib I Rn 
5 5 Kn Ib Rn 

40 40 lb' ,. Re 
5 5 Kn 1b Rn 

3(1 3(1 KQ Ib Re 
3 3 Kn 1b : "n 

• • K",* I. Rn 
15 15 ... 1b Rn 
15 15 "- 1b Rn 

2.010 2 010 Iluah ,. R" 
70 70 1M Ib Rn 
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Palm r MultI Roof 

Triolek 

Paku Trinlek
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BeSl012
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Besi" 6, 
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AnD'one
 
Paean Provel<
 

Paru:m InformaSl
 

UPAH 
Mano 
Pekefla 

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 
: Kalimantan Tengah 
: Kot.a ...~ring.n B.ar~1 

: Kulawaringln Lama 
: Kel. Krw HiUr 

Volume 
URAIAN D.n 

DariPNPM MP
Swada 

• bBAHAN 
14BaIok Ulln lOx10x4 m 

Balu Belah ------1-- -- -- --

Salak lanan_l0x1Q!.£m____ .... ---.- ­,Salok lanan 5JC 1O::c4 m -i-- - . - -- ­
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-
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1 

50 
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---c- SumberOana 

c~ 

No.RAB 
Prngr2m 

Jenle K4!'9iatan 
Ukul1l11vdimenai 

: 07/Krw. Hillrl~ ..­
. PNPM MPd 

: Peningkatan Gedung Poe,andu 
; 10 x6 M 

Tolal 

c=a-+b 

14 

• 
I 

357 

75 

Ka~ori 
Jumlah 

Jumlah PNPM MP 
s.tuan Hartla Satuan Rp Swaday.Slay.. RpRo 

d e f g=a::cf h -bxf 

Pl~ " Rn 150.000 Rp 2100.000 

Kubtk I. R,,--- 300 000 Rp 1800 000 

----_'~~~in :~-_~----
40 000 Rp 720000 : 

-
20 000 Rp 3.100000 : 

-Pt~- la R 118500015000 Rp 

15000 Rp 300000 

20.000 - Rp 260.000 

68.000 Rp 5100.000 

200.000 Rp 3.000000 

28.000 Rp 8.400.000 

37.500 Rp 187.500 

20.000 Rp 2d0000 

20.000 Rp '00000 

58.000 Rp 2.320 000 

20.000 - Rp 100.000 

10.000 - Rp 3'JO.000 

36.000 Rp 108.000 

50.000 - Rp 400.000 

12J}OO Rp 180.000 

2.000 Rp 30.000 

300 Rp 603000 

45.000 - Rp 3.150.000 

325000 Rp 1.625.000 

50.000 - Rp 700.000 

3(1000 Rp 390.000 
Sub Total 1) Rp Rp 36.958.500 

- < 

"n 10.000 Rn 20.000 Rn 
Rn 5.000 Rn 10.000 rtn -
R· 10.CXXl Rn 3(1.000 Rn -
Re 350.000 Ro 350.000 R" -
Rn 100.000 Rn 100.000 Rn -
Rn 100 000 Rn - Rn 100JXIO 

Sub Total 2) Rp S10.000 Rp 100.000 

50 I Hok I ilia I 75.000 - 3.750.lXXl 

Ho' lila 50.000 - 3.750.000 
Sub Total 3) Rp Rp 7.500.000 

Total Bia)'1l (PNPM MP + Swadayaj Rp 45.068.500 

Total Blaya PNPM MP Rp 44.558.500 

Total Blaya S.....adaya Rp 510.000 

~n, "I}Ofl """" I'~< """ .. """ .." RAIl ,.... p' ""a_'..n"",~..n r""" ,.. t "",. f>c 
5"",r 'V¥' ~m '-"u< ....' ...n "_ """~:..< ....u·" " ..,-,,,, .t'...." \o<>-"-~,.. ~_ .",.,~ 
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Dlbuat oleh 

Ketua TPK 
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lMUSYAWIRI 
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Fonn. 59.!~ Mand;ri - Pordesaan 
REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA 

rahan : Kotawaringin Hilir Kabupaten: Kotawarlngin Barat 
Imatan : Kotawaringin Lama Propinsl : Kalimantan Tengah 

Uralan 

Kegiatan : Penambahan Gedung Posyandu 

Bobot 

Kegla1an : 

Bobol 

Keglatan : 

Bobel 
(%) 

Total Blaya 
Ukuran :10x8M 

: , Unit 
Ukuran : Volume : 

: 
: 
Swadaya 

P~PM MPd Swadaya 
Bobol 

(%) 

Jumlah Jumlah : Jumlah 

No RAB : 07/Kohilf2010 
(%) 

No RAB : 
(%) 

NoRAB 

PNPM - MP Swadaya PNPM - MP Swadaya PNPM ·MP 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

BAHAN f MATERIAL 

( llda\<. perlu dlrlnci ) 
36958500 - 78,80 i 36.958.500 - 78,80 

ALAT 

( Mak. perlu dinnci ) 
100000 510.000 0,21 100.000 510.000 0,21 

UPAH 

( t,dak perlu dirinci ) 
7500000 - 15,99 7500.000 - 15,99 

JUMLAH 44.558.500 510.000 95,00 44.558.500 510.000 95,00 

Blaya OP UPK 2 % 938000 - 2,00 938.000 - 2,00 

IBiaya OP TPK J % 1.408000 - 3,00 ( 1.408.000 - 3,00 

JUMLAH TOTAL 46.904.500 510.000 100,00 46.904.500 510.000 100,00 

Jumlah Biaya Upah 7.500.000 - 7.500.000 -
umlah HOK Kontruksi 125 - HOK 125 - HOK 

Kotawaringin Lama, .... .Iahun 2011 
-~ineriks!l.0leh Dibuat Oleh 

. Lama fl),'L' :Olk,JO:~"amatan TPK Kelurahan Hillr.~,.(/ /,,;\ 
'. ( "\1( ~....... ..,~, ~
 ~~. ~~:=~'.: ,~~ r"~ 

~r ...t~.... :·~~..: r, ... ,•I~ *~ Cb·';,~:.::4f~li~~H~~
 MUSYAWIR)\~~C' "O'~I 'r~ctS" • 
>-". "0/ - ."'~~~_'WA~I~Gltl';;;~~ 

. ~~._-~,-~ 
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